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ABSTRALK

Kenyataan keadaan geografis MNegara Indonesia
sebagai MNegara Kepulauan, memberikan konsekuensi dibutuh—
kannya berbagai sarana Perhubungan laut guma memperlancar
segala aktivitas pembangunan di seluruh pelousck tanah air,
sehingga kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada
trilogi pembangunan dapat berjalan lancar.

Ehusus dalam pembangunan perhbubungan laut vyang
dalam hal imi pelavaran nasional, dinyvatakan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Fakyat nomor: II/MPR/19498
bahwa: pelayaran nasional untuk angkutan laut dalam regeri
ditingkatkan Ekemampuannya dan peranannya dan diuwsahakan
agar dapat saling mendukung dan membentuk kesatuan armada
angkutan Yarg  tangguib, sehingga akan meningkatkan
perdagangan  antar pulaw dan menunjang perdagangan  luar
negetl. Usaha prlayaran rakyat dan pelayaran perintis perlu
terus dibina dan dikembangkan, adhingga angkatan laut
semakin  menjangkauw masvarakat dan mendorong  pertumbuhan
perdagangan dan pemasaran hasil produksi terutama di daerah
terpencil .«

C=Lam rangkalian  itulah, apabila perkembangan
angkutan laut yang telah dicapai dewasa ini dihadapkan atau
Hibandingkan dengan tuntutan laju pertumbuhan pembangunan
€1 negara kita, maka angkultan laut yang diadakan dengan

mEngunakan kapal—-kapal nizga vang bervukuran besar, Jduga
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belum  mampu memenubi apa yang menjadi target Ketetapan
Majelis Permusyawaratan tersebut. Untuk itu di samping
keberadaan wusaha pelayaran dengan kapal=kapal besar, juga
tidak dapat dielakkan dibutuhkannya usaha pelavaran rakyat
sEbagal bentuk usaha pelayaran yvang menggunakan kapal-kapal
tradisionil wemi modern, Eﬁhtngg; seluruh daerah-daerah
yang masih terpencil dibarapkan semuanya dapat terjangkau.
Dalam kaitannya dengan pembangunan perhubungan laut
ini, maka tidak kalah pentingnya dengan sektor lain, yaitu
pembangunan di sektaor tenaga kerja yvang bekerja pada kapal-
kapal tersebut. Upaya perlindungan dan keselamatan kKerjs
bagi para pelaut akan ditentukan dalam bentuk perjanjiian
kerja yang disebut perjanjian kerja laut yang merupakan
dasar terjadinya bhubungan kerja antara seorang pekerja
dengan  pengusaha kapal selaku majikannva. Dengan adanva
pErianiian karia lLawt ini diharapkamn RTINS =] mer jamin
terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.
Sebagaimana telah ditekankan sebelumnva, bahwa
keberadaan pelavaran rakyat mutlak adanva untuk meratakan
panbangunan d9i selurubh pelosock tanah air, maka smrbagai
suaty  dUsabé  pelayaran yvang sejak dahulu telah dikelalah
Bleh bangsa Indonesia, kinl tumbuh dan berkembang mengikuti
turitutan =zaman, pamun demikisan tidak meninggalkan eiri
"kekeluargaan®” dan sifat "getong royong"”, dalam

pangelolaannya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kenyataan keadaan gecgrafis Negara Indonesia sebagai
negara kepulavan, memberikan konsekuwensi dibutuhkannya ber-
bagai sarana perbubungan  laut guna memperlancar segala
aktivitas pembangunan di seluruh pelosok tanah air, sohingga
k@bijaksanaan pEmizarguran yang bertumpu pada trilogi
pembangunan dapat berjalan lancar. Untuk mencapai maksud
tersebut, maka dalam Ketetapan Majelis Fermusyawaratan
Rakyat, nomar: IIAMPPRSLYBE tentang Baris—garis Besar Haluan
fegara dinyatakan babwa :

Fembangunan perhubungan meliputi perhubungan darat,
laut dan wvdara, telekomunikasi; serta pos dan giro

diarakllkan untuk memperlancar arus manusia, barang
dan jasa serta informasl ke selurub penjury tanah
air. Dengan demikian pembangunan perhubungan a&akan

memperlancar roda perekonomiang mamoerkokoh per=
satuan dan kesaluan bangsa dalam rangka perwujudan
Wawasan Musantarsa, serta mak in meningkatnya
ketabhanan nasional ...".

Khusus pembangunan perhbubungan laut dinvatakan bahwas:
" Felayvaran nmasional wntuk angkutan laut dalam negeri
ditingkatkan Eemampuan dan pEranannya dan
diuvsahakan AL EF dapat saling mendukung dan
membantuk  kesatuan armada angkutan wvyang tangguh
sehingga akan meningkatkan perdagangan antar Pl s

dan menunjang perdagangan luar negeri. Pelayaran
nasional luar negeri ditingkatkan kemampuan ,
peranan dan tdaya saingnya terutama dalam angkutan
B&rang eksport. Usala pelayaran rakyat can
pElayaran perintis perlu terus dibina dan
dikembangkan sEhingga angkutan laut semalkin
e ang ks masyarakal dan dapat mendorang
pertumbuhan perdagangan elan peEmasaran hasgil

produksi terutama di daerah terpencil .



Dalam rangkaiam itulah, apabila perkembangan
angkutan laut yang telah dicapai dewasa ini dihadapkan
dangan tuntutan laju pertumbuban pembangunan di Negara
Indonesia, maka angkutan laut vyang ﬂiaﬁahan. dengan
menggunakan kapal-=kapal niaga yang berukuran besar, juga

be lum dapat  memenuhi apa yang menjadi target dalam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor: II/-MFRS
tahun 1988 di atas. Hal ini terjadi karena semakin
meningkatnya kebutuhan saramna angkutan laut, di samping

kondisi daerab-daerah di Indonesia vyang belum semuanya
dapat dilavari dengan képal—kapal barukuran besar. Untuk
1k, di samping kKeberadaan usaha palayvaran dengan
menggunakan kapal-kapal niaga yang berukuran besar, Jjuga
tidak dapat dielakkan masih dibutuhkannya usaha pelayaran
rakyat sebagai bentuk wusaha pelavaran wvang menggunakan
kapual=-kapal /perabhu=-parabhu tradisionil semi modern.
Meningkatnya kebutuhan angkutan laut dan masih'
banyaknya daerah-dagrah wang belum dapat terjangkau
sebagal akibat kondisi alam yang tidak memungkinkan kapal-—
kapal besar untuk menjangkaunya, maka dengan adanya kapal=-
kapal fperabu-perabu pelavaran rakyat wvang ukurannya relatif
legkilh kecil, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
adalah wajar Jjika dalam kegiatan operasionalnya perlu
diarahkan dan dibina, sehingga dapat memberikan pelayanan
E8card teratur, aman dan efisien, dami meningkatkan

kElancaran roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan
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kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara,
sebagaimana yang telah digariskan dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat nomar: II/MPR/tahun 1988 tersebut.
Sejalan dengan itu, uwuntuk pencapaian tujuan
pambangunan di bidang ekonomi dan sosial, yaitu wntuk
meningkatkan taraf hidup wvang lebih baik materiil dan
sprituil agar mencapai derajat hidup vang setinggi-
tingginya, maka perly kiranya faktor tenaga manusia
mendapat perhatian yang sungauh—sungguh, Ehususnya dalam
perlindungan dan kgsejahteraan tenaga kerja.
Upaya ke arah perlindungan dan kesejahteraan tenaga
Kerjia talah dituangkan dalam Fetetapan Majielis
Farmusyawaratan Rakyalk FRepublik Indonesia momar s
IT/MPRAtabhun 1988, tentang Baris-garis Besar Haluan Negara
bidang ekonami angka 1@ bagian tenaga kerja avat (d) wang
manyatakan bahwa =
* FPembin&aan hubungan kerja antara pekerja dar
pengusaha perlu terus diarahlkan pada terciptanva
kErjia gama Yang serasi yang dijiwai alah
Fancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana
masing—masing pihak saling menghormati., saling
membutuhkan; saling mengertl peranan serta hak
dan malaksanakan kawajiban masing-masing dalam
keseluruhan kegiatan wusaha serta dalam uwusaha
meEningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan "
Szlanjutnya dipertegas lagi dalam ayat (¥) bidang ekonomi
angka 1@ bagian tenaga kerja, Ketetapan Majelis
Fermusyawaratan Rakyat nomor: II/MPRAtahun 1988  tersebut,

Baleya =

" Upaya perlindungan tenaga kerja perlu terus




ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja ter—
masuk Lipah. gaji dan jaminan sosial, kondisi kerja
termasuk kesehatan, keselamatan danm lingkungan
kerje dalam rangka peningkatan kesejahteraan pard
pekerja secara manyeloruh, «..".
.Dalam kLaitannya dengan pembangurian perhubungan
laut, maka upayva perlindungan dan kesslamatan tenaga kKerja
vang bekerja di laut, akan ditentukan dalam bentuk suatu

parianjian kerja yang disebut perjanjian kerja laut yang

mErupakan dasar terjadinya hubungan karja antara seocrang

pekeria (buruh) dengan wmajikan (pengusaha kapal).
Sebagai odasar teirjadinwva hubungan kerjia antara
pekaria (buruh) dengan majikan (pengusaha kapal), maka

keheradaan perjanjian kerja lawut diharapkan mampu menjamin
hak dan Euwajiban para pihak dalam perjanjian terssbut. Heal
inilah vang mendorong penulis membahasnya dalam suatu karya
ilmiah agar diperoleh gambaran ayata perjanjian ke;ja laut

yong dilaksanakan pada usaha kapal pelayaran rakyat.
1.2 Batasan Masalah

Urtuk memberikan gambaran-yang jglas dan mudah mema-—

Lami karya ilmiah ini, maka penulis merasa perluy memberikan
spcara jelas batasan masalah yang penulis babas, vaitu :

1. Sejoauh mana ketentuan perjanjian kerja laut telah

diteraplkan pada uwaha kapal peElayaran rakyat sebagai

salah watu bentuk uwsaha pelayaran yang sejak dabhulu

iolah dikelalah oleh masyvarakat pelauvt Indonesia 7

2. Apakah perjanjian kerja laut pada usaha kapal pelayaran
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rakyat télah mampu menjamin hak dan kKewajiban para pihak
tdan apa saja hak dan kewajiban para pihak tersebut 7

Dengan pembatasan masalah ini diharapkan terjadi

HEE&tUEH.pandangan délam memahani kRarya tulie ini, sehingga

Lidak keluar dari fokus poraasalshan yvang panulils bahas.
1.2, Metodologi Penelitian

ntuk meninjaw perjanjian kerjs laut dalam menjamin

Mek  dan kewajiban para pihak pada usaba kapal pzlayaran
Frakyat Tiend penulis MEnCour &k an metode penelitian
kzpustakaan dan metade penalitian lapangan, aebagai

brerilkot 3

i. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis
mempelajari berbagal litoratur dan dokumen=dokumen serta
bacasan laimnyn, vang ada relevansinya dengan judul W EMO
dibahas.

2. Penelitian lapangan (field research), vyaitu penulis
melakukan ohservasi langsung ke pelabuhan wrtuk
memperoleh data yang obyektif, serta berusaha
memprroleh  data secara langsung dari berbagai pihak
dengan mengounakan  tehnik wawanca&ra/sdinterview kepada
pengusaha kapal, nakhoda tap&l. kelasi kapal, serta
beberapa pejabat darld instansli terkait.

Setelah data terkumpul ., kemudian dianalisis dergan
menqgunakan metode pendekatan

L. Deskriptif, yaitu nelukiskan/menggambarkan keadaan yang




nyata dari obyek vang dibahas.

2. Komparatif, wvaitu dengan membandingkan ketentuan-—
ketentuan parjanjian kerja laut dengan kenyataan dalam
praktek wang dilaksanakan pada usaha kapal pelayaran

rakyvat.
1.4 Kegunaan Fenulisan

Sehubungan dengan penulisan karya i1lmiah inl,
diharapkan dapat berguna untuk 3
1. Kegunaan teEoretis,

Diharapkan dapat berguna bagi pEngembangan

ilmu pada umumnya dan ilmu hukum bidang perdata dagang

pada khususnya. Terutama bagi kalangan eksekutif,
diharapkan menjadi masuk an dalam pembinaan dan
perngembangan usaha kapal pelayaran rakyat. Juga
diharapkan berguna bagi kalangan yang berminat

memperdalam perjanjian kerja laut.
2. Eepgunaan praktis,
Diharapkan berguna bagi para pihak yang
berkecimpung dalam dunia pelayaran rakyat, khususnya
bagi pihak-pihak vang terlibat dalam pembuatan dan

pelaksanaan perjanjian kerja laut.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyvousunan karva ilmiah indi,

maka dalam pembahasannya tersusun secara sistematis




sebagai berikut :

Eab pertama. merupakan bab pendahuluan Wang
mamberikan gambaran tentama masalah yang akan dibahas dalam
penulisan  karya ilmiah ini, vang meliputi masalah pokok
penulisan, kemuedian mengetengahkan batasan masalah wang
alan dibahas berikut metodologi penulisannya, serta
kmguirsamn penulizan dan szbagai panutup bab imi,
diketengahkan sistematika penulisannyva.

Hah kedus, meliputi pengkajian mengenal tinjauvan
LM peErjaniian keiria laut wang menyangkut pengertian
perjanjian kerja lault, para pihak dalam perjanjiian kerja
lavt, bentuk dan sifat perjanjian Kerja laut, serta syarat
gahnva perjanjian kerja lautl,

Eabh ketiga., memaparkan tentang tinjauvan umum kKapal
pelayaran rakyat, vang meliputi pengertian kapal pelayvaran
rakyat, berntuk usaha kapal pelayaran rakyat, gerta Jenis
alat angkutan kapal pelavaran rakyat. Bab ini ditutup
dengan mengelengahkan ruang lingkup operasional pElayvaran
rakwvak.

Bab kesmpat, penulis memaparkan hak dan kewajiban
para plhak yang meliputi hak dan kewaiiban nakhoda, hak dan
kewaiiban anak buah kKapal:. serta hak dan kewaiiban
perusabsan pelayaran. .

Ealb kelima, menbakhas tentang beberapa analisa
berkenaan dengan perjanjian kerja laut pada usaha kapal

prlayaran rakyat,. Dalam bhalb ini, penwlis akan berusaha men-




jawab setiap permasalahan vyang telah dikemukakan pada
bab pertama.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang berisikan
kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta pada bab ini
pula, penulis akan memberikan saran—saran guna pencapaian

kegunaan penulisan karya flmiah ini.




BAE II

TINJﬁUﬁN UMUM PERJANIIAN KERJA LAUT

2«1 Fengertian Perjanjian Kerja Laut

Sebaelwn penulis masuk pada pengertian perjanjian
kerja laut, maka terlebih dabulu dipandang perlu untuk
mengemukakan pengertian penjanjian kerja pada unudmnya, agar

diperoleh suatu gambaran yang Jelas.
1}
Wiwoho Soedioano memberikan pengertian perjaniian

k@ria babhwa 2

" pPerjanjian kerja dtu ialah suatu perjaniian
antara orang percrangan pada satu pihak dengan
pihak lain sebagai majikan wntuk melaksanakan
suatu pekerjaan dengan mendapat upah ".

Sedangkan Iman Soepomo memberikan  pengertian perjanjian
2]
keria, waitu i

" Parjanjiian kerja adalah perjaniian yang diadakan

antara buruh dengan majikan, dimana buruh
menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan
drengan mener ima upah dan dimana majikan

menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh
dengan membayar upah ",

Dari kedua rumusan vang dikemukakan di atas, dapat
dilihat bahwa dalam suatu perjsnjiian kerija terjadi hubungan
Fiakiam antara S20rand pakerjasburubh, dengan sSEOrATE
majikan/pengusaha  untuk melaksanakan suatu prestasi secara
timhal halik, vyaitu kewajiban pepunaian kerja oleh =satu
pihak dan di lain pihak berkewajiban memberi imbalan jasa
bprupa Lﬂ:-ah.-'l’ge.,ji.

Dalam pasal 41 Kitab Undang-Undang Huk tum

e
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Ferburuhan, terdapat rumusan perjanjian kerja sebagal

berikut

Ferjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerjla
dimana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan
gdirinya wuntuk di bawah perintah pihak yang lain,
=i majikan. untuk suatu waktu tertentu, melakukan
pekerjaan dengan menerimas upahl Y.

=

=)

Terhadap pasal 41 tersebut, Iman Soepoma memberikan
komentar sebagali berikut :

Seharusnya pasal ini berbunyi : perjanjian kerja
adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu,
buruh, mengikatkan diri untulk bekerja pada pilhak
vang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu
dengan menerima wpah, dan dimana pihak yang lain,
majikan, mengikatkan diri wntuk mempekerjakan
pihak yang satu, buruh, dengan membayar upah ".

Dengan demikian,.dapat dilihat bahwa haik pendapat
ahli hukum maupun yang dirumuskan oleh undang-undang, pada
hakekatnya mengandueng pengertian' wang sama, yaituw babwa
perianiian kerja adalah hubungan hukum antara seorang buruh
dengan majikan dengan momberikan hak kepada bBurauh  wbulk
mEsrer Lma upah altas pEnunaian kerim BEsSLIal waktuw
yang disepakati dan memberikan kewajiban kepada majikan
untuk membayar upah atas penunaian kerja oleh buruh.

Setelah mendapat gambaran yang jelas tentang
pErianiian kerja, maka penulis akan masuk pada pengertian
perjanjian kerja laut sebagai swatu bentuk perjaniian kerja
wario mempunyai sifat khusus.

Tentang pengertian perjanjian kerja laut, telah

ditentukan dalam Kitab Undang=undang Hukwm Dagang II, titel

4 bagian pertama. Dimana pengertian perjanjian kerja laut

%
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terdapat dalam pasal

valtu g

Tang dinamakan perjanjisan kerja laut ialah
perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha
kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak
lain, dengan mana pibak tersebut terakhir
menyanggupli  wuntuk di bawah perintab pengusaha
itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah,
sombagai nakhoda atau anak kapal .

Dari rumdsan pasal 395 tersebut,. dapat dikatakan babwa
nerjanjian kerja laut merupakan bentuk perjaniian kerja
yarng menpunyai kekhususan tersendiri yang berbeda dengan
perjanjian karja pada umumnya, oleh karena pada
perjanjian kerja laut, terbentuknya hubungan kerja antara
SEOrang buruh laut dengan sEorang pengusaha kapal
(majikan) , telah ditentukan dalam perjanjian tersebut,
apakah buruh laut tersebut bertindak sebagai nakhoda atau
smbagai anak buah kapal.

Apabila dilihat pada pasal 399 (1) dan pasal 480
(1) Kitab Undang—undang Hukum Dagang, maka perjanjian kerja
lout itu sendiri dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Perjanjiian kerja antara pengusaha kapal dengan
makhoda atau perwira kapal, yang dengan ancaman
batal, harus dibuat secara tertulis.

2. Perijanjian kerja antara pengusaha kapal
dengan anak buah kapal (kelasi), yang dengan
ancaman batal, harus dibuat di hadapan s&orang
pegawal yang diangkat oleh pihak wyang bnrwajthﬁ

Dengan melibhat ketentuan pasal 399 (1) dan pasal

4@ (1) tersebut, telah memperjelas bahwa kedudukan nakboda




atauw perwira terpisah dengan kedudukan anak buah kapal wang
musing=-masing mempunyai hak dan kewajiban yang akan dibahas

pada bhab IV nmnanti.

2.2 Para Pihak Dalam Perjanjlian Kerja Laut

Secara umwn diketahui bahwa dalam suatu perjanjiians
terdapat dua orang atau dua pihak vang mengadakan hubungan
Pukum uwntuk melaksanakan sualu prestasl. Jadi dalam suatu
perjanjian, sprantiasa mel ibatkan labih dari e b
porang/pihak, bahkan dalam hal—-hal tertentu sering pula
malibatkan pihak lain. yaitu pihak ketiga dengan kedudukan
varmg tertentu pula.

Demikian halnya dengan perjanjian kerja laut,
dengan melihat pengertian perjanjian kerja laut yang telah
penulis kemukakan, dapat ditentukan dua pihak Yang
menyvelenggarakan perjanjian kerja laut, yaitu :

1. Pengusaha kapal selaku majikan di satu pihak;

dan

B

. Makhoda dan amak buah kapal =2laku buruh di
pihak lain.

Sebagaimana telal diuraikan terlebih dahulu bahwa
perjanjian kerja laut yang dilakukan antara pengusaha kapal
dengan anak buah kapal (kelasi) disyaratkan harus
diselenggarakan di hadapan seorang pegawal yang ditunjuk
oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, apabila dilibhat

dalam buky Materi Fanyuluhan Kesyahbandaran Direktorat




13

Jenderal Ferhubungan Laut tentang Fedoman Fenyuluhan
Kebandaran dan awak kapal {(1984/19B5 : 1) dalam sub b

dinyvatakan bahwa 1

" Syahbandar mempunyai wewenang untuk menjalankan
peErngakasan el perairan bandar secara Tuas
seperkti tercermin  antara lain dalam peraturan
bandar 19253 pasal 2 (1) dan pasal B (3) dimana di
dalamnya tersirat bahwa syabbandar selain harus
memperhatikan dan melaksanakan peraturan bandar
125, Jjuga harus memperhatikan ditaatinya
peraturan—peraturan lainnya yang berlaku terhadap
kapal, awak kapal, muatan, dan psnumpang s

maka, yang dimaksud dengan pagawal yang ditunjuk yaitu
syahbandar, selaku pegawal wakil pemerintah yang berwernang
ikut terlibat dalam proses pemnbuatan dan pelaksanaan
perisnjian kerja laut. Jadi dengan demikian pihak—pihak
vang terlibat dalam perjanjian kerja laut adalah :

1. Pemilik selaku pengusaha kapalj;

El- Nakhndrit

3. Anak Buah Kapalj

4. Svahbandar.

Urntuk memperielas pihak-pibak yang terlibat dalam

perjanjian kerja laut ini, maka penulis akan menguraikannya

satu persatu i

ad. 1. Pengusaha Kapal

Pengertian pengusaha kapal dapat dilihat dalam
Kitab Undang=undang Hukum Dagang ﬂaﬂal 20, yvang dirumuskan

sehagail berikult

v pengusahe kapal adalah dia, yvang memakai sebuah
kapal, guna pealayaran di laut dan mengemudikannya
aendiri atauw suruh mengemudikannya oleh nakhoda
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vang bekerja padanya .
{terjemahan oleh: R.S5ubekti damn H.Tjitrnﬁudibiﬂl
Sedangkan pengertian pengusaha kapal menuret Q.M.N

4)
Furwosutiipto waltu 3

FPengusaba kapal (reder) idalah sessocrang Yyang
berusala dengan cara mengoperasikan kapal untuk
pelayaran di laut ".

Dari kedua pengertian di atas, maka terlihat bahwa
unsur @mutlak pasal 320 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
sdalah * pengoperasian  kapal untuk pelayaran di laut "
sehingga dengan demikian perngusaha kapal tidak seplalu harus
memiliki kapal tetapi dapat pula seorang pengusaha kapal
bertindak sebagai nakhoda atas kapalnya sendiri.
Berdasarkan hal tETEEbUtt pengusaha kapal dalam
mengoperasikan sebuah kapal dapat bertindak sebagai :

1. Pemilik kapal; atau

=, Pencarter kapal.

Fengusala kapal atau perusabaan pelayaran di
Indanesia sekarang diatur dalam Feraturan Femerintah
Republik Indonesia nomor : B tahun 1988 tentang
Fenyelenggaraan dan Fengusahaan Angkutan Laut, yang lebih
dikenal dengan nama FPaket =1 MNovember 1988, yang merupakan
peryemnpurnaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor: 2 tabun 1769,

Disebutkan dalam Feraturan Pemerintah nomor :
17/1988 tersebuk, bahwa usaha penyeleEnggaraan angkutan

pelayaran hanyd terdiri atas dua usaha pelayaran, vaitu =

L. Usaha Felayaran Dalam Negeri; dan
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2. Umaha Pelayaran Luar MNegeril.

Yang dimaksud dengan usaha pelayaran dalam negeri

dinyatakan dalam pasal 1 ayat (f), bahwa :

" Kegiatan usaha pelayaran  untuk melakukan usaha
pengangkutan ke dan dari pelabuhan di Indonesia ".

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha pelayaran luar negeri,
juga disebutkan dalam pasal 1 ayvat (g), yaitu =

" Kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha
pengangkutan ke dan dari pelabuhan luar negerl s

Untuk memperjielas tentang usaha pelayaran dalam
negeri dan wEaha pelayaran luar negari sebhagail
penyelenggara angkutan laut, disebutkan pada pasal 7 ayat 1
sampai dengan ayat 9, antara lain =

[1}. &. Pelayaran dalam negeri, termasuk pelayaran
rakvat dan pelayaran paerintis.
b. Pelayaran luar negerl.

(21. Pelayaran dalam negeri marupakan kegialan
angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia
yang dilakukan secara tetap dan teratur dan
atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan
tidak teratur dengan menggunakan ssmua jenis
kapal -

(%), Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan
laut khusue wntuk barang atau hewan antar
pelabuhan di Inclonesia dengan menggunakan
kapal layar atau kapal layar motor s2suai
dengan persyaratan ...--

(4). Pelayaran perintis merupakan kegiatan angkutan
laut s@Carf tetap dan teratur a3
diselenggarakan oleh pemerintah.

(5). Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran
samudera sebagai kegiatan angkutan laut ke
atau dari luar negeri yang dilakukan secara
tetap dan teratur dan atau dengan peElayaran
yang +idak tetap dan tidak teratur dengan
mengpunakan semua jenis kapal.

"
-!




1&

#ld-! Z. Makhoda

Dalam mengoperasikan kapal untuk pelayaran, selalu
mempekerjakan seorang yang bertanggung jawab terhadap kapal
dengan sSegala isinya dan kepadanya diserahkan 5epenuﬁnva
sgmua tugas vyang berhubungan dengan pelayaran tersebut.
Orang ity berdasarkan perjanjian keria laut diberi
kedudukan sebagail nakhoda, kapten kapal atéu pamimpin kapal.

Sebhagai pemimpin kapal, berdasarkan pasal 342 Kitab
Undang—-undang Hukum Dagang, harus mengambil sikap dan
bertindak sesual kecakapan, kecermatan dan kebijaksanasn
Yang demikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan
tugasnya. Oleh karenanya, S20rang nakhoda dituntut wuntuk

mempunyai  ksahlian  dan kecakapan khusus untuk memimpin

cwbuah kapal. Selain itu, dalam kedudukannya sabagail
pimpinan kapal, nakhoda diserahi. tanggung jawab atas
keselamatan kapal, Drrang=orang . maupun muatan kapal,

sehingga wajar apabila semua orang=orang yang ada di atas
kapal baik itu &nak buah kapal maupun PeEnumpa&ng—pPeEnNUmMEPang
diwajibkan menuruti ssgala peraturan yang diberikan oleh
rral hoda .

Selain kedudukan nakhoda dengan beberapa wewenang-—
nya yang telah disebutkan di atas, masih ada satu fungsi
nakhods vang bersifat mewakili sekelompok oramg, yaltu
frakrnda sebagai wakil dard meraka yang bherhak atas muatan

b
kapai. Sebagaimana dikatakan oleh H.M.M. Purwosutjiplte }

bahwa :
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Farang—barang muatan yang ada di atas kapal itu
di bawah pengawasan dan perwalian nakhoda, sebab
pemilik barang-barang muatan itu tidak hadir di
kapalnya. Karena barang-barang muatan 4itu ada
di bawah perlindungan nakhoda, maka bila ada
sesuatu peristiwa yvang menyvangkut barang—barang
muatarn, maka nakhodalah wyang harus meEwakili
pemiliknya ".

Dengan demikian, dengan ~adanya perjaniian kerija
laut wyang dibuwat antara nakhoda dengan pengusaha kapal,
menimbulkan hak dan kewaiiban bagi nakhoda sebagai pimpinan
kapal, yang S®Rcara terperinci akan penulis uraikan pada bab

1V dalam membahas Hak dan Kewajiban para pihak .

ad. 3. Anak Buah Kapal x

Pengertian anak buah kapal dapat dilihat pada Kitab
Undang—wndang Hukum Dagang pasal 341, yang menyatakan
bahbwa 3

" ... Bnak buah kapal adalah mareka yang namanya
tercantum dalam daftar anak—kapal (monsterrol}.
Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh
daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagail
perwira. Kelasi adalah semua anak kapal lainnya "

Kemudian, berdasarkan pasal 373 Kitab Undang-undang
&)
Hukum Dagang, Wiwoho Soediono mefAyimpulkan tentang

siapa—siapa-yang dissbut sebagai anak buah kapal, yaitu =

" Orang-arang yang diangkat oleh pengusaha kapal
untuk bekeria di kapal guna dinas di kapal,
kecuali nakhada. Tetapi pekerja—pekeria lain yang
di atas kapal mengangkat barang-barang dari
daratan ke kapal atau mengangkat barang-—barang
dari kapal ke darat dan mereka yang melakukan
pekeriaan dengan hersifat sementara saja, tidak
termasuk pengertian anak buah kapal ".

I

Selanjutnya, bEliauv menyatakan bahuwa ¢

" sptelah mereka itw diangkat oleh pengusaha kapal
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sebagai anak buah kapal, maka nama mereka itu
harus dimuat dalam daftar bahari, pemuatan nama
PaEus dilakukan aleh aporang pagawal yarig
diangkat oleh pengusaha yang berwenang ". ?
Berhubungan dengan anak buah kapal ini, H.M.N.
8)
Furwosutjipto lebih menegaskan pentingnya pencantuman
nama=-mama anak buah kapal dalam dattar bahari, separti yang
dikatakan 3

" Anak buah kapal adalah mereka yang namanys
tercantum dalam daftar awak kapal (monsterral)
gtau sijil awak kRapal ".

Dari beberapa pengertian vyang telah dipapﬂrkan

di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak buah
kapal, yaitu orang-orang yang berdasarkan perjanjian kerja

laut, telah didaftarkan dalam daftar bahari {monsterrol)

yang diberi kedudukan sebagai perwira atau kelasi.

ad. 4. Syaghbandaf

Sebagai salah satu ciri kekbususan perjanjian keria
laut, vwvaitu terdapatnya pihak ketiga dalam pembuatannya,
maka perjanjian kerja laut yang dibuat antara anak buah
kapal dengan pengusaha kapal, diharuskan secara tertulis
dan dibuat di dihadapan seorang pegawai yang berwenang
unkuk  itu. Pegawal varng berwenang itu adalah syahbandar.
Lebikh jauh lagi perjaniian kerja IAHt harus dilengkapi
dengan suatu daftar yang menmnntumgan nama—nama awak Eapal
tdaftar bahari), yang harus dibuat hadapan/diketahui
svahbandar =ebagai bukti sahnya mereka-mereka yang bekeria

di atas kapal. Dengan demikian keterlibatan syahbandar




dalam pembuatam dan pelaksanaan perjanjian kerja laut

adalah mutlak.

Tentany wewenang syahbandar dalam hal perjanjian
kerja laut inmi; terdapat dalam buku materi Fedoman
Fernyuluhan Eebandaran dan Awak FKapal (1984/,1985:1), Wang

antara lain menyvebutkan :

" Byahbandar berwenang untuk menjalankan pengawasan
di perairan bandar secara luas, seperti tercermin
dalam peratursan bandar 1925 pasal 2 ayat (1),
pasal B ayat (3) dimana di dalamnva tersirat
batwa syahbandar selain harus memperhatikan dan
milakesamakan peraturan handar 1925 juga harus
mermperrhatikan ditaatinva peraturan-peEraturan
lainnya yang berlaku terhadap kapal, anak kapal,
muiatan dan penumpang ".

Selanjutnya dalam halaman 9 dari buku teraebut
manyatakan babhwa 2

L1}

Sebelum syahbandar memberi kesaksian (memnanda-=

tangani) perjanjian kerja laut vang dibuat oleh
perusahaan pelavaran dengan sSeorang pelaut
Indonesia khususnyva anak buah kapal , maka

syahbandar harus menyakini bahwa pihak anak kapal

tersebut telabh betul-betul mengerti isi dari

perjanjian kerja lauwt tersebut dengan cara @

— Membacakan kembali isi dari perjanjiian kerja
laut tersasbut.

— Menjelaskan hal=hal vang kurang dimengerti oleh
anak kapal terssbut.

— Memberi kesempatan kepada kedusa belah pihak
urituk mengajukan hal—hal wang dirasa

memberatkan ".

Dengan demikian, Jjelaslah bahwa pegawai Y ang
berwanang sebagaimana vyang disyvaratkan dalam pembuatan
peiani ian keria laubt, wvaitu Syvahbandar. Dengan dibuatnya
perjanjian kerja laut di hadapan syahbandar, akan semakin
kuatlah perjanjian kerja laut tersebut dalam menjamin  hak

dan kewajiban para pibak.
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2.3 Bentuk dan sifat Perjanjian Kerija Laut

Sebagaimana penulis telah kemukakan sebelumnya,
bazhwa pada hakekatnya, baik pendapat para ahli maupun yang
dirunuskan oleh uwndang-undang, perjanjian kerja adalah
hubungan hukum antara seorang buruh dengan majikan dengan
mamberikan bhak kepada buruh wuntuk menerima upah atas
peaunsaian kerja sesusal waktu vang dizepakati dan membacrikan
kewajiban kepada majikan untuk membayvar wpah atas penunaian
kerja oleh buruh.

Dari pengertian perjanjian kerja pada umumnys ini,
apabila kita kaitkan dengan pengertian perjanjian kerja
laut wyang terdapat dalam pasal 393 EKitab Undang-undarng
Hukum Dagang yang berbunyli :

n

Yang dimnamakan perjanjian kerja laut ialah
perjanjiian wang dibueat antara seorang pengusaha
kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak
lain, dengan mana pihak tersebut terakhir
menyanggupl untuk di bawah perintah pengusaha itu
melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai
makhoda atau anak kapal ".

maka akan terlihat bahwa perjanjiian kerja laut tarmnasuk
dalam pengertian perjanjian kerja pada umumnya, yYang dengan
demikian menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas
kebsbasan dalam membuat parjanjian yang meEngandung &sas
koneansualitas. )

Mamun demikian, perjanjian kerja laut mempunyail
sifat wyang khusus, oleh karena pada parjanjian kerja laut

terbentuknya hubungarn keria antara majikan/pengusaha kapal

dengan seorang buruh laut tzlah ditentukan dalam perjanjiian




2.3 Bentuk dan sifat Perjanjian Kerja Laut

Sebagaimana pmnulis telah kemukakan sebelumnya,
bahwa pada hakekatnya, baik psndapat para ahli maupun vyang
dirumuskan oleh undang-undang, perjanjian kerja adalah
hubungan hukum antara seorang buruh dengan majikan dengan
mamberikan hak kepada buruh untuk menerima upah atas
pEnunaian kerja sesuai waktu vang disepakati dan memberikan
kawaiiban kepada majikan wuntuk membavar wupah atas penunalan
kerjia cleh buruh.

Dari perngertian perjanjian kerja pada umumnya ini,
apablila kita kaitkan dengan pengertian perjanjian kRerja
laut wang terdapat dalam pasal 395 IHitah Undang—undang
Hukum Dagang wang berbunyil 2

" Yang dinamakan perjanjian kerja laut ialah

perjanjian vyang dibuat antara seocrang pengusaba
kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak
lain, dengan mana pihak tersebut terakhir

menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha itu
melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagal

makhoda atau anak kapal .

inaka akan terlihat bahwa perjanjian kerja laut termasuk
dalam pengertian perjanjian kerja pada umumnya, yang dengan
denikian menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas
tebebasan dalam membuat perjanjian yvang mengandung asas
konsensual ltas. *

Mamun demikian, perjanjian kerja laut mempunyai
sifat yanmg khusus, oleh karena pada parjanjian kerja laut

terbentuknya hubungan kerja antara majlkanspengusaha kEapal

dengan seorang buruh laut telah ditentukan dalam perjanjian
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kerja tersebut, apakah buruh tersebut bertindak sebagai
nakhoda atau sebagai anak buah kapal.

Kemudian apabila kita melihat pasal A (1} dan
pasal 4D@ (1) kKitabk Undang-undang Hukum Dagang, maka
perjanjian kerja laut dibagi dalam dua bentuk, yaitu =

1, Harus dibuat secara tertulis, perjanjiian kerija
laut yang dibuat antara pengusaha kapal dengan
nakhoda atau perwira kapal.

2. Haruas dibualt =sscara t;rtulis dan di hadapan
syahbandar, perjanjian kerja laut vyang dibuat
antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal
(kelasi).

Dari ketentuan tersebut, jelaslah dengan ancaman

batal, perianjian kerjia laut haruslah dibuat dalam bentuk
2

dan format tertentu, wanmg oleh subekti dinamakan

parjianjian formil.
2.4 Svarat Sahnva Perjanjianm KEerja Laut

Cpcara wmum, apabila kita perhatikan pasal 1320
Kitalb Undang=undang Hukum Ferdata, maka wuntuk sahnya sovatu
perianjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka wvang mengikatkan dirig

2, Cakap untuk memnbuat sualtu perjanjian;

Mengenai suatu hal tertentug

4. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari sepakat mereka yang mengikatkan diri,




babhwa kedua subjek/para pihak vang mengadakan perjaniian

harus bersepakat mengenai pokeok-pokok yang diperjanjikan.
Apa yang dikehendaki oleh pihak wang Eaéu, juga dikehendaki
aleh pihak vang lain tanpa adanva péhﬁﬂaﬂ. Dalam
hubungannyi dengan perjanjian kerja laut. maka para pihak
Yalnl pErgusalia kapal dengan nakhoda/perwira dan antara
pengusaha kapal dengan anak buah kapal, haruslah bersepakat
tanpa dilakukan dengan terpaksa, tanpa desakan dan pengaruh
orang lain dalam manentukan pokok=pokak yané tarnuat dalam
perjanjian kerja laut vang mereka buat.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, dimaksudkan
babhwa orangspara pihak wvang membuat suatu perjanjian harus
cakap menurudt hukwn. Dalam pasal 15358 Kitab Undang—-undang
Hukum Ferdata disebut sebagail orang—orang yvang tidak cakap
urntuk membuat suatu perjanjian, vaitu : Orang-ocrang yang
belum dewasaz Mereka yvang ditaruh di bawah pengampuan; dan
arang perempuan {isteri) dalam hal-hal yang ditetapkan aoleh
undﬂng;undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang
talah melaranq mambual perjanjian=parjanjian tertentu.
Dalam hubungannyva dengan perjanjian kerja laut, maka WaANG
perlu diperhatikan kecakapannya yaitu anak buah kapal. Oleh
Laremna Makhoda dan Ferusahaan pengangkutan sudah lazim ataw
pada umumnya telah cakap menurut  hukum. Sedangkan anak
buah kapal, kecakapannya masih perlu diperhatikan.

Sebagal gyarat ketiga disebutkan babwa suatu

perfanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa
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yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak
harus jelas dan ditemtukan. Dalam hubungannya dengan
pErjanjian kerja laut ini, maka hal yvang diperjanjikan oleh
para pihak harus ditentukan secara jelas dan ditentukan
sebagail nakhoda atau sebagai anak buah kapal.

Huatu sebab vyang halal, dimaksudkan adalah isi
perjanjian wang dibuwat, bukan sesuatu vang menvebabkan
saseorang membuat perjanjianm. Jadi yang dimaksudkan adalah
isi perjanjian yang dibuat oleh masing=-masing pihak itu
adalah hal wang halal, dimana pelaksanaannya dilindungi
aleh undang=undang.

selfubungan  deangan perijaniian kerja laut Yang
menjadi pokok bahasan penulis, .maka sebagaimana +telah
ditekankan sebelumnva bahwa perjanjian kerja laut, dengamn
aAncaman batal, harus dibuat dengan benbuk tertulis bagi
perjanjian kerja antara nakhoda dengan pengussaha kapal dan
harus dibuat dihadapan syahbandar bagi pErjianiian keris

antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal, perjanjian

kerja laut sebagai suatu bentuk perjaniian haruslah
memenuhi syarat—-syarat yang ditentukan olsh pasal TZ0
Eitah Undang-undang Hukum Ferdata wang peEnulis telah

sgbuktkan di atas, di samping itu barus dibuat dalam format
vang kelah ditentukan dalam pasal 299 (1) dan pasal 48@ (1)
Kitab Undang—uwundang Hukum Dagang yang Juga telah penulis

ssbutkan sebelumnya. 1\




BaR TII

TINJAUAN UMUM KAPAL PELAYARAN RAKYAT

4.1 Fengertian Kapal Pelayaran Rakyat

Untuk IEebih mengertabui pengertian kapal pelayaran
rakyat, maka terlebih dabulu penulis akan mengemukakan
pengertian kapal poda wnumnya.

Fengertian kapal terdapat dalam pasal =0T EKEitab

Undang—undang Hukum Dagang, wang menyatakan babwa 2

" Kapal adalablh semua perabu  bagaimanapun  Namanys
dan bagaimanapun jenisnya ".

Selanjutnya dalam pasal 3180 EKitab Undang=undang
Hokum Dagang, terdapat pengertian kapal laut wang

menvatakan babhwa z

[1]

Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk
pelavaran di laut atau dimakeudkan sebagal
demikian . d

Dari pengertian yvang diberikan oleh kedua pasal

tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa vyang

dimaksud dengan “"Kapal" waitu alat angkutan laut wyang
dipakai untuk pelayvaran di laut atau yang dimaksudkan untuk
itu.

Eetelaly mendapal gambaran tentang kapal laut; maka
penulis lebih lanjut akan mengemukakan pengertian pelayaran
rakyat.

Tentang pengertian pelayaran rakyat, dapat dilihat
dalam Fisratitran Femerirntah Republik Indonesis nomor : 17

tabn 1988, tentang Fenyelenggaraan dan Fengusahaan




Angkutan Laut, Bab I1I pasal 9 (3), yvang menyatakan bahwa

" Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan
khugus I:I.FIt'-'-H bararng atau hewan antar pelabuhan di
Indonegsia dengan menggunakan kapal layvar atauw
kapal layar motor *.

Dari beberapa pengertian kapal dan pengertian
pelayaran rakyat yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa kapal pelayaran rakyat adalah alat
angkutan laut berupa kapal layar dan atau kapal layar motor

yvang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang atau hawan

antar palabuhan di Indonesia.

S« EFentuk Usaha Kapal Pelayaran Rakyat
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa
unsur muilak pengertian pengusaha kapal vang terdapat dalam
pasal F2@0 Kiktab Undang-undang Hukum Dagang adalah
- "Fengoperaian kKapal untuk pelayaran di  laut ", sehingga
dengan demikian pengusahas kapal tidak Belalu harus memiliki
kapal, dalam artian, pengusaha Répal dalam mengoperasikan
seghiiah kapal dapat bertindak sebagai pemilik kapal atau
sepbagai pencarter kapal.

Sehubungan dengan pokok bahasan adalah bentuk uvusaha
kapal pelayaran rakyalt, maka perlu diketahui apa ayng
dimaksud dengan perusahian pelayaran. Dalam pasal 1
FPeraturarm FPemngrintah nomorz: 17 tahum 198B dikatakamnm Bakeia

vang dimaksud perusabaan pzlavaran adalah :

BDadarn hukwum atauw badan wzaha wvang mengusahakan
jasa angkutan laut dengam menggunakan kapal *,

laut
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Dengan demikian, usaha kapal pelavaran rakyat
sebagal salah satu perusahaan pelavaran yang tertuang dalam
Feraturan Femerintah tersebut, haruslah barbentuk badan

hukum ataw bacan usaha.

Lebih lanjut, apabila cdilihat pasal 14 dari
Faeraturan Femerintah mnomor: 17  tahun 19788 tersebut,

dinyatakan syarat yang harus dipenuhi yaitu =

a. Dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu
hentuk badan usaha, termasuk koperasi g

B. Memiliki unit perabu layar atau kapal layar
motor  dengan  ukuran sampai dengan 858 M3 isi
kator ateuw” kapal motor dengan ukuran sampai
dengan 108 M3 .

Eeamudian selain persyaratan yang disebutkan di atas, maka
pirusahaan pelavararn rakval wajib pula memenuvhi persyvaratan
W ang dispbutkan dalam pasal 13 Peraturan Femerintah
tersebut, anmtara lain :

a. Dilakukan oleh badan hukum Indonesia besrbentuk
Fersercan Terbatas (FT) dan Badan Uszaha Milik
Negara { BLIMM 3 SsESuUal dengan peraturan
perundang-undangan vyaing barlaku,

b. Memiliki dan menguasai kapal laut berbendera
Indanesia,

C. Memiliki MNomor Pokok Wajib FPajak (WNFWF) ".

Oleh kKarenanya, hieprdasarkan penelitian penulis, malk a

semua  perusahaan pelayvaran rakyat telah berbentuk badan

hukum Perseroan Terbatas (FPT).

Sgbelum berlakunva Peraturan Pemerintah nomor: 17
tahun 1988, izin untuk usaha pelayaran dikenal lima jenis,
waitu izin wsaha pelayaran samudera, nusantara, lokal,

rakyat, dan kEhusus. Akan tetapi setelah berlakunya

Feratupran Penerintah tersebut,; kini banyva terdapat dua
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Jenis izin wusaha pelayaran, yaitu izin usaha pelayaran
dalam negeri dan izin usaha pelayaran luar negeri.

Untuk mendapatkan izin usaha, baik bagi wusaha
pelayaran dalam negeri mauwpun usaha pelavaran luar negeri,
adalah dengan mengajukan surat permchonan kepada Dirjen
Ferbubungan Leaut. Sedangkan izin wsabha pelavaran rakvatbl
sebagal usaha pelayvaran dalam negeri wvang khusus mengangkut
barang dan hewan, permohonan izin usahanva ditu}ukan kepada
Kepala Kantor Wilavah Departemen  FPerbhubungan Fropinsi
dimana domisili perusabhaan itu berada dan tenbusan kepada
Direktur Jenderal Perhubungan lawut. Jadi izin wsaha wuntuk
pelayaran dalam negeri dan  pelayaran luar ﬂEgEri diberikan
oleh Direktur Jenderal Perhuebungan Laut atas nama Menteri
Ferhubungan. Sedangkan untuk pelayaran rakyat diberikan
oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Ferhubungan atas nama

Menteri Ferhuabunganm.
.3 Jenis Alat Angkutan Kapal Felayaran Rakyat

Telah diakui bahwa sejak dahulu keberadaan kapal=
kapal pelayaran rakyat telah memberikan arti penting dalam
pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Bahkan Halam 2ra

pErijuanganpun peErannn perabu—perabu pelayaran rakyvat telah
memberikan sumbangan vyang tidak Sedikit dalam bidang

18
pertahanan. Hal ini diungkapkan oleh Baharuddin Lopa
babhwa 1

w . dalam bidang pertahsfan (sesuai negara kita
sphagal negara kepulauvan yang mEnganut pertabhanan




maritim yang semestal mereka ( perahu—perahu
pelayaran rakyat---pen) telah mebuktikan bahwa
andil dan  jasa-jasanvya sangat menentukan.
Misalnya dalam perjuangan kemerdekaan yvang 1alu,
perahu-perahu  layar kita telah menjadi alat
kEomunikasi yang wital, menyeberangkan senjata-

s=njata dari luar negeri (dari Malaya dan
Singapura) ke Sumalera dan Jawa serta menyebe-—
rangkan pula para pejuang kemerdekaan kita
dari pulau satu ke pulauw lain di seluruh

nusantara ".
Bukan itu saja, bahkan sejak dahulu perahu-—perahu pelayaran
rakvat wang diwakili oleh pelaut—pelaut Bugis Makassar

telah menyeberang sampai ke negara—negara tetangga, separti

Singapura, Brunel, dan lain-lain. Keberhasilan perahu-

perahu p2layaran rakyat ini banvak dipaparkan ocleh
L)

Baharuddin Lopa dalam disertasinva “"Hukum Laut,

Felayaran dan Fernlagaan".

Dalam wra pembangunan =zsekarang ini, keberadaan
perabhu—perabu (kapal=kapal) Folayaran rakyat telah
memainkan peranan  penting dalam transportasi laut guna
mawujudkan Megara Indonesia sebadai suatu kesatuan sehbhagai
cerminan dari konsep Wawasan Nusantara. Untuk menjangkau
semua  pulaw baik kecil maupun besar di seluruh Wilavah
Nusantara, maka pemerintah telah mengadakan klasifikasi
terhadap alat-alat angkutan lauwt wyang diselenggarakan
perusahaan pelayseran raHy@t, vang didasarkan atas besar
kecilnya kapal/perabhu  ataupun parlengkapan darli armada
warng bersangkutan. Dalam Surat KEthUEEH Direktorat
Jenderal Parhboubungan Laut nomor 1 DAL 117171 tanggal =24

Maret 1977 tentang Eetentuan Fenyelenogaraan dan




Fengusahaan Felavaran Raksy

at, pasal 1 dinyatakan babwa

(R} ﬁ » - 2
lat  angkutan laut vang diperuntukkan sesbagai

?ﬂaT_ angkutan umum dan berbendera Indonesia
aclalah Aarmada pelayvaran rakyat di paralran
Musantara, antars lain :

1. Perahu Layar, adalah perahu yang hanya

mengygunakan layar sebagai alat penggerak,

- Perahu Layar Bermotor, adalah  perabu layar
dengan motor bantu,

wa BRapal Lavar Motor, adalah kapal layar
berukuran di  bawah 108 meter kubik dengan
motor bantu paling tinggi 45 FK,

#. Kapal Mntor, adalah kapal motor berukuran
kurang dari 1060 meter kubik ".

Khusus pEra b lavar bermaltar, dalam rangka
pembinaan pelayaran rakvat dasrah ke arah modernisasi, maka
malorisasi perabu=-persahu layar dengan motor bantu,
berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Janderal Ferhbubungan
Laut momor ¢ DAL.11/71%/13 tabun 1975 mensetapkan  ukuran

besarnya perahu layar dengan motor bantu  yang dipasang

adalah sebagal berlkut !

Untuk perahu layar yang berukuran
@ - 5@ M3 tidak lebih dari 20 FE/TE
=@ - &@ M3 tidak lebih dari 28 PE/TK
&@ — 75 M3 tidak lebih dari 30 FE/TK
% - 1@@ M3 tidak lebih dari 43 FK/TK
Lp@ — 150 M3 tidak lehih darl &8 PK/TK
jup =" 2253 M3 tidak lebih dari B0 FE/TE
ME tidak lebih dari 108 FE/TE
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gambaran  bahwa pemerintah  sungguh-sungguh memperhatikan
pelayaran rakyat dalam rangka meningkatkan perhubungan yang

laebih luas, tertib, teratur, aman dan lancar serta efisien.

3.4 Ruang Lingkup Operasional Pelayaran Rakyat

Sebagaimana penulis telah wuwungkapkan sebelumnya,
bahwa sejak dahulu kala, perahu-perabu  pelayaran  rakyat
telah memegang peranan penting dalam dunia perhubungan
laut, wvang bukan saja telah mengarungl perairan di sekitar
wWwilavah Nusantara, akan tetapi juga sampai ke negara—negara
tetangga. Bahkan sejarah telah mencatat keberhasilan
pelaut—pelaut Sulawesi Selatan dengan manakai perahu—perabu
pelayaran rakyat sampal ke Macdagashkar.

Feheranian pelaut—pelaut kita mengarungl samudera
luas dengan mampergunakan hapal—H?E?ltperahuj rakyat, telah
dipaparkan oleh Baharuddin Lopa - bahwa setelah Jjayanya
kerajaan=kerajaan Baru i Sulawesi Selatan, seperti
kergjaan Gowa ( x 1300 ), Bone ( £ 1300 ), Wajo ( + 1470 ),
Mandar ( + abad ¥l 1 dan sebagainya, maka palayvaran—
pelayaran H#mudera dengan mempergunakan perahu—perahbu
palayaran rakyat, sudah lebih hanyalk berorientasi kepada
perniagaan dan mulailah tercipta jalur—jalur perniagaan dan

pelayaran tetap antara Sulawesi Selatan dengan dunia luar.

Jal ke Timur izlah ke Maluku, Papua dan Australia Utara
. e -
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trrtuk, memnbml i haranq-barang seperti rempah—rempah, kopra

gan menangkap teripang. Barang-barang itu dibawa ke jurusan

sarat, yaitu ke Sumatera, Singapura, Malaka dan Negeri Siam

(Thailand). Di samping jalur-jalur tetap 4itu, diselingi
pula dengan pelayaran-pelayaran yvang lebih menitik beratkan
pengenalan benua, antara lain ke Madagaskar, Afrika Selatan
dan benua~benua lainnva.

Dari keterangsh tersebut, dapat diketahui bahwa
dahulu perahu-perabue  pelayaran rakyat telah beroperasi
buikan saja di perairan Nusantara, akan tetapi telah
mergarungi samudera luas, bahkan telah mengenal jalur—jalur
pelayaran tetap dan tidak tetap.

Dengan adanya perkembangan dan .Hemajuan teknologi
kelautan., yaitu dengan makin banyaknya kapal—-kapal niaga
ukuran besar beroperasi, secara berangsur—angsur menggeser
fEranan kapal-kapal {perahu—perahu) pelayaran rakyat, Yyang
pada akhirnya. dewasa ini kapal-kapal pelayaran rakyat
dipargunakan untuk mendukung/menuniang anghkutan laut
lainnyva.

kKenyataan bentuk geografis Megara Indonesia sebagail
npgara kepulauan dan keadaan pelabuhan—pelabuhan di daerah-

japrah yang masih belum terjangkau oleh kapal-kapal niaga,
et iwl =

noakibatkan vpberadaan perusahaan polayaran ralkyat
(LI L

hagai suatu usala angkutan laut, masih mutlak diperlukan.
&0 ; ! 5

ntuk itulah, maka pelayaran rakyat yang pada awalnya hanya
JN LI e U . = i

guriakan perahu  layar, pada seat sekarang ini telah
InEFE gL e
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mengalamni modernisasi dengan mengadakan motorisasi perahu-—

perabu lavar tersebut.

Sebagaimana penulis telah s i ke WL P

bahwa pelayaran rakyat, yang berdasarkan pasal % " ayat (3}

Feraturan Femerintah nomor : 17 tahun 1988, adalah

merupakan kegiatam angkutan laut 'vang dikhususkan untuk
me@ngangkut barang atauw hewan antar pelabuhan di Indonesia
dengan mengaunakan perabu layvar dan atau Haﬁal layar motor.,
maka berdasarkan pasal tersebut, pelayaran rakyat tidak
diperkenankan untuk memuat penumpang (orang). Mamun dengan
adanya mnhllitaa penduduk dari dasrah—daerah yang terpencil
yang tidak disingoahi/dilayari kapal-kapal penumpang Yyang
cukup besar, nalka biasanya pEmerintah. menempuh
kebiljaksanaan dengan menge luarkan dispensasi lewat
;yahhandar untuk memperbolehkan palayaran rakyat memuat
peEnumpand .

Falayaran rakyat yang mengutamakan kegiatannya di
bidang anghkutan laut berupa barang dan hawan, pada dasarnya
bereifat insidentil. Dimarna dalam praktek yang menentukan
arah  tujuan dari perahbu—perahu {kapal=kapal) tersebut
tergantung dari Barang=harang yang akan dimuat, sehingaa
yaran rakyvat tidak dikenal trayek—trayek

dalam usaha psla

tetap atau trayek tertentu, sebagaimana yang dikenal
yang =

pada usaha kapal palayaran lainnyé.

mikian dapatlah dikatakan bahwa sekarang

h operasional dari pelayaran rakyvat

Dengan de

ini pada dasarnys wilaya
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mencakup  seluruh wilayah perairan nusantara, sebagaimana

dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (3) peraturan Femerintah

nomor : 17 tahun 1988



BAE IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dengan telah dibuatnya perjanjian kerja laut, maka
timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik
bagi PE”EHEEHa pelayaran maupun bagi burubnya, yaitu
nakhoda dan anak buah kapal. *Sebelurm lebih jauwh menguraikan
hak dan kewajiban para pihak, pernulis memandang perlu untuk

mErguraikan apa yang dimakasud dengan hak dan kewajiban 1tu.
: 1.5)
Menurut Batjiipto Raharjoe  bahwa :

Hak adalabh Ekekuasaan yang diberikan oleh hakum
Lepada seseorang dengan maksud untuk melindungi
kepentingan seseorang tersebut. Hak tersebut
merupakan pengalokasian kekuasaan terteptu kepada
epeenrang tersebut untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya = .

Dengan demikian, tidak semua kekuasaan dalan
masyarakat Lltu dapat disebut sebagai hak melainkan hanya
ke;uasaan tertentu Saja. yaitu yang diberikan oleh huleum
kepada ses@orang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang
sangat erak, yang matu mencermiqhan adanya wyang iain.
Aritara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

¥5aielah mendapat gambaran tentang hak dan
vewaiiban, maka penulis jebih lanjut akan memaparkan apa=

s maja hak dan Lewajiban para pihak dalam perjanjian
as El = !

: : laut, sebagai akibat telah dibuatnya perjanjian k@ im
=0 S oF |

1 E mEnurual format dan prosgdur yang ditentukan oleh Kitab
SR JFCIT

Limd undang Hukuom Dagang. Mamun demikian, penulis hanya
Lindang = ang




akan menguraikan hak dan kewajiban yang mempunyai hubungan

Langsung dengan k@pentingan para pihak.

4.1 Hak dan Kewajiban Nakhoda

Bekerja pada pihak lain berarti melakukan Jjenis
pekerjaan  fertentu di bawah pimpinan pihak lain. Dengan
demikian hak dan kewajiban yang disandang oleh nakhoda
sebagal akibat dibuatnya perjanjian kerja laut merupakan
korelasi dari hak dan kewajiban perusahaan selaku majikan.

. Sektelah nakhoda sebagai buruh mengadakan perjanjian
kerja laut dengan perusahaan pelayaran sebagai majikan,
maka @apabila permulasan hubungan kerja itu tidak ditentukan
apapun dalam perjanjian kerja, maka untuk saat dimulainya
hubungan kerja dianggap barsamaan dengan saat pembuatan
perjanjian  kerja laut itu. Hal ini ditentukan dalam pasal
a4@E Kitah Undang—undang Hukum Dagang. Dengan demikian
nakhoda harus menyediakan diri untuk memimpin sebuah kapal
wang tplah ditunjuk dalam perjanjian, atau bilamana nama
kapal tidak ditunjuk dalam perjanjian, asalkan  kapal
tereechut® tergoleng dalam kapal yang dipergunakan oleh
pengusaha pelayaran untuk mengadakan pelayaran di laut.

Bardasarkan pasal Z41 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, maka nakhoda selanjutnys berkedudukan sebagad,

: inan kapal, dimana setiap ada peristiwa tertentu  harus
primpd ' .

hil sikap cdan bartindak sEsuxal kecakapan, kecermatan
] LTI -= | =

kebijaksanaan szhagaimana diperlukan wntuk
|_| by L2 =1 P b
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melaksanakan tugasnya dengan pantas (pasal 342 (1) Kitab

Undang-undang Hukum Dagang).

Sehagai pimpinan kapal, nakhoda P s
mempartangoungjawabkan segala tindakannya terlepas dari
tanggung jawab perusabhaan pelayaran dalam hal tindakan yang
dilakukannya dalamn jabatan itu merupakan kesengaiaan  abtau
kolalaian berat. Hal ini terdapat dalam pasal 342 (2) Kitab
Undang—undann Hakum Dagang.

Fodudukan nakhnda sebagai pemimpin  kapal, dimana
nalkloda adalah satu-satunya orang dalam kapal Wang
berwdnang  untuk  menentukan sikap dan mengambil tindakan
dalam hal-hal tertentu, dapat Gterlihat dari ketantuan—
kelentuan sebagai berikut :

a. Menurut pasal 3ZIF3 Kitab Lindang=undang Hukum Dagand,
nakhoda berwenang menjalankan kekuasaan atas sEemua
pelayar. Itulah sebahnya nakhoda tidak dimasukkan dalam
qpolonpan pelayar {pasal 341 (5)). Semua perintah nakhoda
nntuk kepentingan keamanan dan ketertiban harus ditaati
mleh semua pelayar- Apabila pelayar tidak mentaatinya,
naka pelayar tersebut dapat dihukum penjara setinggi=
tingoinya cembilan bulan atau denda setinggi-tingginya

tﬁl‘l:-'l ratus rupiah {pa=z=al 444 Sub (1) Eitah WUndang-=

undarg Hukum Fidana) .

Gurna menjamin kemampuan harlayar dari kapal laut yang
e S A, 5 el b=

. . : : ] dan
. ¥ njamin keamanan kapal
L A . yiala  untw
i i ¥ b Lingakl L

. o r + n krll.ﬁ = i rkﬁF §- &
Fll 5 &N Al ST t:’. AL et tflf'll?lq’ M3 kel = I:I
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dengan - :
: Saksama mengindahkan kebiasaan dan peraturan-

peraturan  yang ada (pasal 343 (1) Kitab Undang=-undang

Hukum Dagang). Dengan adanya kewajiban tersebut, nakhoda

tidak diperkemankan mulai melakukan pelayaran kalau

kapal vyang dipimpinnya belum diperlengkspi secara baik

dan diberi cukup awak kapal untuk menjalankan kapal itu
(pasal 343 (2)). Jadi berdasarkan pasal tersebut,
rakhoda bertanggung jawab sgpenuhnya dalam bidang
navigaasi (pelavaran).

Kewajiban nakhoda untuk menggunakan pandu laut, dimana
gaja hal itu diharuskanm oleh .kehiagaan, kebijaksanaan
dan peraturan—peraturan yang berlaku {pasal F44 KLIHD}).
Fasal 371 a Kitab Undang=-undang Hukuwm Dagang,
disimpul kan, nakhoda diharuskan mEngawasi . semua
penumpang, termasuk yang sah ssbagai penumpang. Apabila
ada pEnumpang yang dijumpai tidak membayar, dia disuruh

mambayar . Ealau ternyata arang itu tidak ML [

membayar s maka nakhoda dapat mempekerjakan orang

raraepbut  dalam kapal ®mampai pada pelabubhan pertama

grang itu diturunkans.

Nakhoda bBerkewaiiban untuk mengawasi barang-barang yang

o dalam kapalnys dan apabila ada barang—barang vyang
ada o

rerlarang dibawa, mnaksa nakhoda dapat mensita dan
fe] =t .

miualnya (pasal g1 (2) 1, serta menahan pela ggarnya
meEn, i

(pasal 391 (%) Kitab Undang-undang Hukum Dagang) .
e o

perjalanan, nakhoda tidak diperkenankan

Halama dalam

LT D T WEOLT
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menin i
99alkan  kapal, apalagi bila kapal dalam keadaan

bahawva e - y
YEN oy culai bilas meninggalkan kapal itu mutlak bagi

nakhod: : :
akheda wuntuk Ekeselamatan dirinva. Apabila nakhoda

meam i = )
inggalkan kapal., diancam dengan hukuman peniara

(pasal 4468 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)l.

g. Makhoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata
tertib terhadap Sl kapal. Untuk menpertabhankan
kekuasaannya itu, nakhoda dapat mengambil tindaksn yang
sepatutnya diperlukan. Hal ini ditentukan dalam pasal
3A4 KUHD, vang selanjutnya diatur dalam pasal 385 sampai
pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

h. Dalam hal adarnya ancaman bahaya dalam pelayaran, maka
fakhoda diwenangkan untuk melakukan deviasi atau
penyimpangan  dari jurusan yang sudah ditetapkan demi

kecalamatan kapal berikut muatannya.

Dengan memperhatikan ketentuan—-ketentuan tersebut

di atas. Mmaka jelas bahwa nakhoda seobagai pemimpin kapal

mempunyal kedudukan yang istimewa.

i samping kedudukan makhoda vang telah disebutkan

di atas, nakhoda L& mempunyai kewajiban dalam hal :
1 a

4. Makhoda hertindak sebagali pembantu pelaksana pemerintah

pusst dalam hidand hukwn asdministrasi negara apabila =

_ Terjadi kelahiran di atas kapal, nakhoda akan ber-

tindak sebagal pegawai pencatatan sipil.

adanya kematian 4i atas kapal, nakhoda harus bartindak
] =1 i K

seperti apabila terijadi kelahiran di atas.

L e e ——p——

e i
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Teriadi pembuatan Burat wasist di atas L, W

dimint ; _
minta alek Seseorang, nakhoda akan bertindak sebagai

2BOrang notaris.

Makhooa bertindak sebagai senkarty T A,

pemerintah pusat dalam bidang hukum pidana apahila :

anak bBuah kapal melakukan perbuatan—perbuatan seperti

yang terdapat dalam pasal 387 (1) Kitab Undang—undang

Hukum Dagang, yvang meliputi ;

= Meninggalkan kapal tanpa seizin nakhoda;

= Tidak kembali ke_atas kapal pada waktunvaj

— Menolak pekerjaan dinasji

— Bekerja wvang kurang baiks

- Berlaku tidak sopan terhadap nakhoda, awak Kapal lain,
atau terhadap panumpandg;

- Mengoanggu ketertiban.
Dalam hal ini, nakhoda berdasarkan pasal ZB8 (2) Kitab

Undang—undang Hukum Dagang, dapat menjatuhkan hukuman

bErupa ke FEunig-an selama tiga hari atauw berupa denda.

Makhoda sebagail wakil dari peEngusaha kapal .

fmrdagarkan perjanjian kerja laut yang dibuat, maka

kedudukan nakhoda sebagai buruh utama, sebagai pemegang

J tertinggi di atas kapal, dalam
arg oL g jawab yang ertingg .

njalankan tugasnysa sebagai wakil pengusaah kapal dapat
ing .

melakukan tindakan spperti 2

sal 3IF4 ¥itabh Undang—undang Hulkum
s Eprdaﬁﬂrkaﬂ paEa

; 1T Me j i 1Euggarakan SLUSsLNanr
R akhoda wajib menye
]-E'-':l-:llll:_]_.. dl i3tk
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aWwak  kapal dan samnua yvarg berhubungan dengon  mdaban
dan pembongkaran kapalnya, termasuk i dalamnya
pemungutan upah-upah  untuk itu, sebegitu  jadh
pengusaha  kapal tidak -menyuruh orang lain un tuk

melakukannya.

BEerdasarkan pasal 3458 Kitab Undang=undang ik am

Dagang, disimpulkan bahwa di tempat dimana saja, Juga
di luar negeri, bila pengusaha kapal tidak mempunyai
perwakilan atau tidak dapat mengambil tindakan-
tindakan secara mudah mengenai suatu masalah, maka
nakhoda wajib melengkapi segala apa yang diperlukan
akan kapalnya merta mengambil tindakan wang perlu
kerbubungan dengan pemakaian kapal itu sgsuai dengan
tujuan kapal atau mengambil tindakanr yang perlu unbuk

menyelamatkan kapal.

— Berdasarkan pasal Té&1 Kitab Undang-undang Hutkum

Dagang disimpulkan bahwa nakhoda terhadap masalah
g £

yang teprjadi di luar negeri mengenai kapalnya, dapat
ewakili pengusaha kapal sebagai penggugat atau
(T _-

tergugat di pengadilan.

Ferdasarkan pasal =42 dan pasal 365 Kitab Undang=
- BEerda

dang Hukum Dagands dapat disimpulkan bahwa nakhoda
LLmaan 1%

mendesak atau
s danya keharusan yang
dala: dag?lFE:daﬂﬁ ketidak adaan keuangan atau kurang
neEngng :

na maka ia diwenangkan untuk meminjam uUang
cukup  JLakids

i : : l
i Lk ke kapal tersebut atau nenjus
“lﬂntlkkﬁn
dengan nerd

Barang muatan kapaloys.
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Dengan melihat berbagai

dipikul oleh seorang nakhoda, maka sudah selayaknyalah jika
nakhoda diberi keistimewaan terhadap buruh yang lainnya.
Walavpun nakhoda itu berfungsi sebagai pemimpin
kapal, ia ‘tetap merupakan buruh dan harus mengikuti
perintah—-perintah serta instruksi—-instruksi pengusaha
pelayaran. Mamun sebagai pemimpin kapal EEEuai. dengan isi
pasal Z42 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. maka nakhoda
sebagai buruh berhak untuk menclak perintah atauw instruksi,
yvang bertentangan dengan kewajibannya untuk monunaikan
tugasnya dengan. pantas. Atas penoclakan nakhoda ini, bagi

perusahaan peslayaran tidaklah dapat dijadikan alasan untuk

mengakbiri hubungan kerja. Tetapi kalau mnakhoda sebagai

buruh tidak mau melaksanakan parintah dari pengusaha -

palayaran ephagai majikan tarpa suatu alasan, maka

pengusaha palayaran dimungkinkan dalam setiap waktu untuk

mengakhiri hubungan karis.
Sebagai burubh, maka nakhoda dengan alasan yang

mandaexak Hapat menghentihanfmemutUEHan hubungan keria

herdasarkan alasan—alasan yang ditentukan dalam pasal

1403 B Kitab Undang-undang Hukum FPerdata, juga masih
1 )

ditambah dengan ketentuan=-ketentuan lain, seperti yang
itam "
419 EKitab Undang-undang Huikinim

disebutkan dalam pasal

Dagang, ¥a itu

o o rintah=perintah vang
kar memberikan pe

a. Apabila majd
perjaniian kerja di laut e

bertentangan dengan

kewenangan dan kewajiban wvang

i ——————— = A —



bertentangan dengan undang-wundana :
3

. Aps s . .
) DRSS S meEngharuskan kapalnya berlayar ke suatu

i ]l abu ; ; .
[ han daT¢ Suatu negara, negara mans terlibat dalam

=T
P usuhanfﬂaperanqan dtaupun pengusaha mengharuskan

kapalnya berlayar ke suatu pelabuhan vyang diblokir,
kecuali apabila hal tersabut tegas-tegas diperjanjikans;

C. ﬁpah%la majikan menyuruh kapalnya berlayar ke pelabuhan
miisLLb g

d. Apabila majikan menvurulh kapalnya dipergunakan untuk

perdagangan budak belian, wntuk pembajakan laut dan

sebhagalinyas;

e. Apabila majikan menggunakan kKapalnya itu untuk
mengangkut barang—barang yang terlarang. Kecuali hal
toresbut tegas—tegas dalam perjanjian dan setelah

berakhirnya perandj

f. Apabila Jaminan makan yvang menjadi haknya diberikan

dalam keadaan yang tidak baikg

g. Apabila kapal dimana ia bekerja kehilangan haknya untuk

memakai bendera Indonesias;

h. Apabila dalam perjaniian kerja laut itu telah ditentukan
= o H

tentang perialanan kapal, tapi kemudian majikan menyuruh
Z2rnc

tujuan lain wvang
" herlayar ke tempat
kapal tersebut

hartentangan dengan perjanjian kerja semula.
=2 1

Dengan adanya alasan yang mendesak bagi nakhoda
=g} .

: g 1 mai disebutkan di
P-'-E'- hL||:||.-'i1IEE.I"| F\-\.E'l ja EEh-ﬂl 21w
Lin |'_ LA | mEmilL tL'-E- i ! & t

' i iikan (pengusaha kapal) untuk
wk membatasld pihak majil
stas, telah mem

e ——

s R = ST T R e T e —__._-—F-Frqn—h—-q—-—l—.ﬂﬂ—_-_—_-_—._.l—.—‘.—l—h—.#dq--
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tidak memberikan perintah-perintah dan

berbuat sewenang-—
wenang kepada burubnva (nakhoda).
Sels i i
2lain  itu, nakhoda sebagai buruh berhak menerima

upah atauw gaji. Mengenai upah ini, maka pada pasal 402

Kitabh Undang-undang Hukum Dagang disebutkan, bakbwi

pensntuan  jumlah upah itu tidak dapat diserahkan kepada
salah satu pihak, tapi harus ditetapkan dalam perianjian
keria itu wyang menunjukkan bagaimana upah akan dibayar,
dengan ancaman batal. Upah ini harusiah dibayar dalam
bentuk wang ruplah.

Mal hoola sehagai buruh, juga berhak untuk
mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja serta
jaminan sosial dan cuti kerja.

Dari beberapa hak dan kewajiban nakhoda Yy&ng

penulis telah paparkan di atas, terlibat betapa pentingnya

Ledudukan nakhoda dalam memimpin sebuah kapal.
4.7 Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal

Sehagaimana penulis telah singgung sebalumnyva,
bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mereka
Wang hardasarkan perjanjian kerja laut, telah didaftarkan
dalam daftar bahari (monsterrol) Yang diberi kedudukan
gobagal perwira atau kelasi. Dﬁnﬁan demikian arak bBuah
ks ] ity terdiri dari anak buah kapal biasa (kmlasi) dan
pErwira‘pErwiFﬂ kapal.

Berdasarkan perjanjian kefja laut vyang dibuat
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'd =n g An oergu
Qusaha kapal, dalam R sEa s Ahae Rk

kapal & .
pal, erbitlah hak dan kewajiiban bagi anak buah kapal,

Halk dan o
Kewajiban anak bush kapal ini merupakan korelesi

dari hak dan kewajiban Pengusaha kapal dan nakhoda sebagai
pemimpin kapal dan walkil pengusaha kapal .

Fada saat mulainya hubungan kerja, anak buah kapal
waljib menyediakan diri bagi kepantingan pengusaha kapal
untuk ditempatkan sebagai anak buah kapal pada suatu kapal
tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja laut vang
dibuat ataw pada kKapal mana saja yvang dipergunakan oleh
pangusaha pelavaran, apabila tidak dicantumkan secara tegas
dalam perjanjian kerja laut itu.

Ada kemungkinan pada saatbt dimulainya hubungan
kerja, anak buah kapal yang bersangkutah tidak hadir di
kapal. Dalam hal yang demikian 1tu, pasal 414 Kitab Undang=-
undang Hukum Dagang memberi wewenang kepada nakhoda untuk
minta bantuan kepada alat kekuasaan yang lebih kuat
(polisi) terhadap anak buah kapal yang sudah mengikatkan
diri untuk bekerja di kapal, tetapi menolak untuk datang di
kapal, atau meninggal kan kapal tanpa izin. Dari ketentuan
ini, terlihat bahwa anak buah kapa} harus selalu hadir di
dinas awak kapal dan wajibk wntuk minta izin

kapal gLir e

hila meninggalkan kapal. Tanpa izin nakhoda, ia tidak
apak

d r  meningaalkan kapal (pasal 383 Kitab Undang-undang
.".!'.IE.I.' L

Mukwn Dagsng) -

Ceplama dinas awak kapal, anak buah kapal wajib
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=ntaati i
mentasti  dengan tertib perintan nakhoda (pasal 3B4 Kitab

Undang=
ndang=-undang  Hukum Dagarg), dan atas pelanggarannyas,

nakhoda mempunyai kekuasaan disipliner, berupa i

a. Denda,  Jjika anak buah kapal meninggalkan kapal tanpa

izin, tidak kembali ke kapal pada waktunya, menolak

pekerjaan, memenuhi kEwa;ihHﬂny& tidak dengan baik, jika
bertingkah laku tidak dengan semestinya terhadap,nakhoda
dan awak kapal lainnya, mengganggu ketertiban. Denda ini
sebeasar upah jangka waktu vang berupa uvang untuk selama-
lamanya sepuluh hari, tetapi denda itu wmekali-sekali
tidak boleh berjumlah lebih dari seperktiga uwpah
itu untuk seluruh waktu perjalanan.

b. Hukuman kerangkeng atau belenggu selana satu sampai tiga
hari . sebagal pengganti mEnjatubhikan denda atas
pelanggaran tersebut di atas (a).

Pasal 388 ayat (2), memungkinkan dilaksanakannya sanksi

denda dan kerangkeng/belenggu secara bersamaan apabila anak

buah kapal untuk kedua kalinya malanggar s®lama satu

perjalanan dan hukuman ini harus dicatat dalam register

hukuman -

pi samping harus mentaati perintah nakhoda, Jjuga

¥ buah kapal harus meantaati reglemen—-reglemen yang
Sty LL

gitetbapkan oleh pengusaha kapal dengan sSyarat: satu
L]

. falar dari reglemsn ity wang ditulis dalam bahasa
2 K Gl

5 ’ £ tu tempat yang setiap waktu
: gantungkan di suUa
Irdonesia, digan

dibaca dan spkedar lsinya tidak bertentangan
dapat :
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dengan perjaniian kerja

laut yang +telah dibuat dengan

engussaha p
peEng kapal. Hal ini diatur dalam nasal 435 Kitab

Undang-undang Hukium Dagang.
Anak  buah kapal, walaupun ikatan dinasnya tmlah

berakhir pada waktu selesainya perjalanan kapal, Jika

didinginkan oleh nakhoda, berkewajiban membantu Gt

pembuatan  surat-surat keterangan kapal (pasal 452 Kitab

Undang-undang Hukum Dagang) .

Dari beberapa penjelasan yang penulis kemukakan,
terlihat babwa anak buah kapal harus selalu berada dalam
pengawasan nakhoda sebagai pemimpin kapal.

Di lain lal, srkagaimana telah disinggung
sebelumnya, anak buah kapal sebagai buruh berhak untuk
mendapatkan upah atau gaji dari pengusaha kapal, sesual
dengan perjaniian yang telabh dibuat. Dalam hal imni,; anak
buah kapal berwenang uwntuk melepaskan haknya atas

sahahagian dari upahnya yang dibayarkan dengan mata u&ng,

hanya untuk®' kepentingan i

2. Bagi isterinya, sebanyvak=banyaknya sapertiga dari
Wpahnya.
b. Bagi anak—anaknys. mem=lihara orang tua dan anak-

anaknyd, ﬁehanyakﬂbanyahnya separoh.

Bagi lain=laain anggota keluarga sedarah sampai tingkat
. Bagl

Leempat gehanyah—banyahnya seperrtiga.
'. L

d i ggota keluargs zemenda sampai tingkat keempat,
. Bagl &n

EEhanyak—hanyaknya sepertiga.’




UENgan  pengertian

bahwa Jumlah seluruhnya arg

dilepask i : -
P =N tidak melebini dari dua pertiga seluruh

h ]
LEEOMY.G ¥Yang dibavar dengan mata wang (pasal 444 awvat

(1) Kitab Unnahg—undang Hukum Dagang).

Di samping Upah tersebut, anak buah kapal berhak

mendapatkan tambahan upah Seimbang, apabila upah anak buah

kapal ditetapkan menurut perjalanan dan karena kehendak
pErgusaha kapal diperpanjnag, sehingga melewati waktu yang
normal  (pasal 422 dan 423 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang). Bila perpanjangan perjalanan itu disesbabkan
karena molest (peperangan atau perbuatan memaksa dari pihak
ket tiga), oleh penghentian dalam pelabuhan darurat atau
sebabh  lain yang serupa, maka anak buah kapal berhak
mendapat tambahanm upah wang seimbang. Hal imi diatur dalam
pasal A4ZI ayat (1) kitab Undang=undang Hukum Dagang.

Sejalk melakukan dinas awak kapal, maka anak buah

kapal berhak altas makanan yang cukup damn tempat tinggal

yvang pantas {pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Dagang),

dan khusus untuk sekedar makanan pokok, makanan tersebut

dapat diganti dengan uang makan asal pengusaha kapal

memha;ﬂf 1gbih dahulu uang ini untuk waktu tidak lebih dari

il bulan (pasal 436 ayat (3) Kitab Undang=undang Hukum
sa

o ) Atas pemeliharaan dan penyedisan makanan dan
agang) «

1 irat I'.i.l'lg'-ja]' jj‘li, ﬂlﬁ'njadi tanggung Jawah r'lakhl:ld.ﬂ |:1:|EI.E-EI:1
S

45% Kitab Undang—undang Hukum Dagang).

buah kapal yang dalam dinas awak kapal jatuh

fanak




sakit atau tertimpa kecelakaan,

a. Dari pasal g14 ayat

d. Pasal 41lé—

44

terdapat ketentuan

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
o = =4
apat disimpulkan bahwa apabila perjanjian kerja telah

berlangsung selama Paling sedikit satu tahun atau selama

satu setengah tahun terus menerus, maka apabila hubungan
kerja itu berakhir lebih dulu, anak buah kapal berhak
sepenuinya atas baglan upahnya yang harus dibayar dengan
uang dan berhak atas perawatan éan pengabatan selama dia
berada dalam kapal.

Fasal 4dl&-a Kitab Undang=-Undang Hukum Dagang. apabila
perjanjiian kerja telah berlangsung selama paling sedikitl
satu takun atau selama satu setengah tahun terus
MENErUS . maka apabila anak buah kapal jatuh sakit atau
tertimpah kecelakaan pada saat dia sedang tidak
menjalankan dinas awak kapal (di luar kapal), anak buah
kapal Berhak menerima B@ % dari upah vyang ditetapkan
dalam wuang dan barhak atas perawatan dan pengobatan
gampal sembuh, tetapi paling lama 256 minggu.

FPasal 414—-b Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apabila
perianiian kerja kurang dari satu tahun dan tidak selama
seltengah tahun bekerja di bawah pengusaha kapal,

satil

naik  bush kapsl berhak mendapat pemeliharasn yang pada
Al ’

koknya Sama dengan yang diatur dalam pasal 416 dan
pn

alé—b Kitab undang-Undang Hukum Dagang, dengan catatan

hanya menerina upah berlakunya perjanjian.
[

d Kitab Undang=Undang Hukum Dagang menyatakan

P’




f. Fasal Als-1 ayat (2)

a5

bahwa pengusg _
Bueaha kapal Yang menggunakan kapal-kapal vang

berukuran
kurang dari  =pp MZ, dan pengusaha kapal

ME2 M) £ LA :
felnekan’ kapa) Paling sedikit berukuran brufo 10O M3

anr o i - F i
Yang Jnerlgngkapl cdangan alat penggerak masin, dalamn

melaksanakan pasal 414 sampai 4lé6-b, tenggang waktu 26
iningew diperpendel menjadi 18 minggL, nedangkan

prosentase BB % menjadi S50 .

Fasal #4lé=-8 Kitab Undang—Undang Hukum Dagang. mengatur
tentang gugurnya hak anak buah kapal atas hak-haknya di.

atas,; wvaltu :

— Bilamana anak buah kapal tidak mentaati perintah

pengusaha kapal untuk mencari seorang dokter atau dia
menohindarkan diri dari pengobatan seorang dokter,
& taw dia tidak mantaasti _ nasehat dokLer Yang
mngobatinya.

= Dalam hal pengobatan dan perawaltan itu tidak harus
ditangoung oleh pengusaha kapal, apabila anak buah
kapal tidak seketika mengambil kesempatan yang telah
dibharikan kepadanysa, atal dia menghindarkan diri dari

perawatan dan pengobatan yang telah dimulainya, atau

dia tkidak sokatika mencari dakter di tempat mana dia

beracda s

iitabh Undang-Undang Hukum Dagang,
k buah kapal berhak mengajukan gugatan kepada

A

4ilan Megeri setempat bilamana perdamaizn di luar
Pengatdils : ;

tercapal. atas penalakan oan
' 4]

Al wang dari FIE-'I'IgLIE-ﬂ,i'Il'.l !"'IH-FE'I.I I R .

Hak Lm tidak dapak

nengurangan gumbiand




o

Dari keten _
tuan Lersebhyt dapat disimpulkan bahwa ansk buah

kapal Ber .
* o5 Btk mendapatkan upah dam berhak uwurntuk

mendapathks
g P n Ferawatan dan pengobatan apabila dia Jjatuh

saklit atauw tertimpah kecelakaan selama dstenr: HiNEE Sk

kapal, baik terjadi di dalam Kapal maupun di luar kapal .

Berdasarkan pasal 442 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang, anak buah kapal berkewajiban untuk menjalankan

pekerisan  yang menjadi kewajibannya. Dalam menjalankan
pekerjaan itu anak buah kapal berhak untuk mendapatkan
tambahan upah atas pekerjaan yang dilakukan di luar waktu,
seghagal vang sudah ditentukan dalam wundang—undang dan:-
perjanjian  perburuhan  laut (perjanjian kerja laut) wyang
bersangkutan, kecuali bila nakhoda berpendapat bahwa
pekerjaan itu perlu demi keselamatan kapal , penumpang dan
miatan " Jumlah tambahan itu ditetapkan dalam perjanjian
kerja laut dan jika dalam perjanjian itu tidak diatur, maka
jumlah tambahan itu ditentukan mepurat kebiasasn atau

kepstutan (FPasal 442 ayat (1) Kitab Undang-Undang RHukum

Pagarng) «

Sebagai burub, anak buah kapal dengan alasan Yyang

d k. dapat menghentihanfmemutuskan hubungan kerja,
mendesa .

erdasarkan slasan—-alasan yang ditentukan dalam pasal
ErOasc

kum FPerdata, dan ditambah
dang-Undang Hu
1483 p Kitab Ur

{ tukan dalam pasal 419 Kitab
. _alasan yang diten
dengan alasan &

. Mengenai kesemua alasan
Hus ksl nagang
Undang-undang

s telah singgung dalam pembahasan Hak dan

tpreebula Pﬂﬂull




=k
kewaliban Nakhgdga Sebagai

buruh, Yang pada dasarnva anak

buah kapal E=2bagai buruh
a2

Juga memiliki hak tersebut. Di

sampin
& " itu s darnal; buah kapal {iuga bagi nakhoda ) .

bzrdas ,
arkan pasal 420 Kitab Undang-undarng Hukum Dagang,

i P
telah memperluas PERgartian "alasan penting® yang terdapat

paﬂa PHEal J&BE‘U Hitﬂb Undang—unuang Hukium Ferdata dﬂhgﬂn:

keadaan nyata yang timbul sesudah mulai et &kt an

perintah penguasa yang berwenang (Fresiden RI., Menteri
13}
FPerhubungan atau Dirjen FPerhubungan Laut).

Berdasarkan Undang=undang nomor @ 1 tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja, Undang—-undang nomor 12 : tahun
1248 tentang ¥Kesehatan kKerja, dan Undang—undang nomor -
tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja yuncto Feraturan
Ferelakaan Pelaut 1940, maka anak buah kapal berhak untuk
mendapatkan fasilitas keselamatan dam keseshatan kerja,

serta jaminan sosial dan cuktl kerja.
Khusus wntuk cuti kerja bagi anak buah kapal, vang

nelakukan perijanjian kerja untuk satu perjalanan, tidak

ad Hal ini diatur dalam pasal 413 Kitab Undang-unang
tAllell o '

itk Dagang Sedangkan bégi anak buah kapal vyang telah
L1 L =

I ian I ling sedikit satu tabun,
ke JE'. Ll tuk pa
menutup perjanjia n i

B hak ALk tiap—tiap tabun, paling sedikit tujuh
(e NPT L LK

1ib stau, terserah kepada pehdgusabha yang mana akan
hari ar y e ;

; : . berturut-turut, dengan tetap
yo B kali lima hari
dipilihnya, dua

menerima dpahnys.

.




4.%2 Hak dan Kewajiiban Fengusahg Pelavaran

Pengusaha
Relayaran (Pengusaha kapal) sebagai salah
satu ihak ; .
P dalam Ferjanjiamn kerja laut yang dalam hal indi

sebagai majikanm terhadap buruh laut, juga mempunyai hak dan

kewa)iban yang terbit dard perianiian kerja tersebut.

Fangusaha pelavaran s@bagai pihak majikan, dibebani

tanggung Jawab sebagai yvang dimaksudkan dalam pasal 321
Kitab Undang=-undang Hukum Dagang vang berbunyi

n

P?nguﬂaha kapal terikat oleh perbuatan hukum yang
dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau -
sementara pada kapalnya, di dalam jabatan mereka
dalam lingkungan kekuasaan merska .

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa segala
perbuatan hukun yang dilakukan oleh mereka (buruh laut),
mengikat pengusaha kapal selama perbuatan  hukum tersebut
dalam wewsnangnya. Artinya pengusaha kapal harus melakukan/
melaksanakan pekerjaan sebagai REIDRE Hmanya: perbumian
hukim tersebut.

Selanjutnya pasal 321 ayat (2) Kitab Undang-undang

i

Hukum Dagang menyatakan @ :

v Dia bertanggung jawab untuk segala kerugian yang

diterbitkan pada pihak ketiga, oleh sesuatu
rﬁuatan melanggar hukum dari mereka wang
E:kurja ratap atau samen tara pada kapalnya atau

melakukan sesuatu pekerjaan di kapal guna
A kapal atau muatannya, asal perbuatan
hukum tadi dilakukan da;am Jabatan
Skau padﬂ waktu mereka 1t sedang

pekeriaan mereka

yang
kepentinga
mizlanagar
ineraka

e 1 akukan

buatan melanggar hukum yany dilakukan oleh buruh,
Jagi perbu :

' i pihak A ketiga, Juga
; . k@rgLaan bag

s pibatkan
YaErg mEnga




menjadi Yanggung jawah PENgusaha kapal

kapal harus

Artinya pengusaha

mengganti kerugian kepada pihak ketiga
14)

» peEngusaha kapal

tersebut. Menurut H.M.M Furwosutjipto

tersebut  bertanggurg  jawab terhadap perbuatan melanggar

hLlRIJIlI ':""ah‘.-:l di lﬂk].’lh:a.n blE‘h hl_l,r"l_'lh lautr dE”gan. E‘;.-"ara.t s

perbuatan melanggar hukum itu harus terjadi pada waktu si

buruhl menjalankan tygasnya dan perbuatan itu menimbulkan

kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Jadi harus
ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan
kerugian in konkreto. Dengan kekecualian, perbuatan nakhoda
yvang dilakukan dengan kesengajaan atau kesalahan berat
[pasal 342 avat (2) Kitab Undang=undang Hukum Dagangl .
Sehagaimana penulie telah kemukakan sebelunnya,
bahwa berdasarkan pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, perjanjian kerja laut harus diadakan secara
tertulis antara nakhoda dan perwira kapal dengan pengusaha
kapal, dan berdasarkan pasal 408 “itﬂF Undang-undang Hukum

Dagang, perjanjian kerja laut antara pengusahba kapal dengan
L]

anak huah kapal harus dibuat di hadapan syahbandar, maka

segala biaya-biaya untuk &nperlunn perbuatan perjanjian

tarsebut dipikul algh pengusaha kapal .
berhak untuk menetapkan suatu
Fengusaha kapal 1

, untuk dinas awak kapal dan dinas
A aglement)
peraturan (F

-tpntuan apabila anak buah
< khoda, dengan ke
kapal bagl =

el nakhoda menyetujuinya dan apabila dipenuhi
kapal an

disebutkan dalam pasal 428 dan
tertentu yand
syarat—-syarat




I 4 :
pasal 433 Kitanp Undang—undang Hukum Dagang

Walau
PUN  batas waktu sustu hubungan kerfs di  laut
telah dit
etapkan, tapi Wndang=undang masih pula membuka
kemungk i .
emUN@RINan  untuk mengakhiri syuaty hubungan kerja di laut

sebelum batas

waktunya habisg, Bagi pengusaha kapal

{pengu=aha pelayaran) selaku majikan, dengan alasan

mendesak  dapat memberhentikan buruh  laut yang bekeria

padanya. Alasan mendesak tersebut, berdasarkan pasal 1403-o

Kitab Undang—undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

(1). fApabila a8l buruh pada waktu meEnutup perjanjian
peroburuhan dengan pengusaha kapal telah nenipu ﬂenéan
menyajikan keterangan palsu, ijazah palsu, surat-surat
dan bukti-bukti palsu;

(2). Apabila i buruh ternyata amat kurang mempunyail
kecakapan dan kesanggupan untuﬁ melakukan tugasnya;

(3). Apabila si buruh, meskipun sudah diperingatkan, masih

gsaja suka mabuk, madat atau berbuat tingkah laku yang

burulk lainnyas
(4}, Apabila si burub telah melakukam pencurian, pengge-

lapan, penipuan dan perbuatan sejenis lainnya;

(5). Apabila =i buruh menganiaya, menghina atau mengancam

: maiikan keluarganya dan teman=teman sepekerjanyaj
o B i *

apabila i puruh membujuk si majikan, keluarganya atau
(&Y. Apabl

a untuk melakukan perbuatan Yang
teman sekerjany

dang-undang atau kesusilaanj
dengi\n L
bertentangan

i telah diperingatkan, secara
. i puruh meskipun
(71. Apabila S

T ——




o3

sambrong merusalk

milik gi majikan atau menerbitkan
bahass yang mEngancam milif itug

(8). Apabiil ;
= 4 s5i  buruh dengan s@ngaja, meskipun telah

diperin -
F ingatkan, menearbitkan bahaya wvang mEng&ancam

dirinya sendiri atau orang lain:
3

(9). Apabila ei hyryk mengumumkan hal=-hal khusus mengenai

ELumah tangga atau perusahaan si majikan, pada mana dia

diharuskan merahasiakan;

{12).Apabila si buruh berkeras kepala menolak perintah

¥ang diberikan kepadanya oleh si majikan atau atas
namanyas

(11).Apabila =i buruh wsangat melalaikan kewajiban wang
dibebankan kepapanya;

(12).Apabila si buruh karena sengaja atau sembrono menjadi
tak mampu melakukan pekerjaannya.

Alagan—alasan mendesak tersebut, ditambah dengan

alasan—alasan yang disebutkan dalam pasal 418 Kitab Undang-

undang Hukum dagang, yaitu @

(1Z).Apabila si buruh (anak buah kapal) menganiaya nakhoda

stau SEOrang pPEnUmMpand, menganiayva dengan kasar atau

membujuk searang penumnpand untuk melakukan perbuatan

ng-undan atau
yang bertentangan  dengan undeng g

kesusilaang

kerja dimulai, anak buab
(14) .Bilamana B&

tidak melaparka diri di kapal pada waktu Warg
kapal -1

telah ditentukan aleh pengusaha kapal;
ela :

s




o

|:1|.i] -:pll:lﬂhi la eNiy h h
ak
Ly I'iIE‘-r.'l:"I.] v bailk untuk semenltara maLy. pun

bak
grjia di kapal dimana iga telah terik

Padanya;

at untuk bekerja

(1&) . @Apabi
Pabiltla anak buah kapal di luar pengetahuan pengusaha

hm a
pal atau nakhada telaks membawa barang selundupan ke

I'l.l:'I.F'ﬂ]. -

Alasan—alasan tersebut, selain dapat digunakan untuk

memutuskan  hubungsn  kerja dengan amak buah kapal, juga
dapat dipergunakan sebagai alasan mendesak untuk memutuskan
hubungan kerja dengan nakhoda.

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah
penulis sebutkan di atas, masih terdapat hak—hak dan
kewajibarm=kawaiibarn pengusahs  kapal wyang lain, yang
marupakan korelasi dari hak—hak dan kewajiban-kewajiban

nakhoda dan anak buah kapal yang telah penulis paparkan

dalam sub bab sebelumnya.

"
Tr—

- T z
"L-u__\-—n-\_hr._-ﬂ.l.'h.._l
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BEBERAPA

KERJA LAUT

Tentapn ; ;
L PErianiian keria laut, CELaR HteRRukEn

dal |
alam Kitab Undang'undahg Hukum Dagang buku i titel 4

bagian PErtama, Dimana FEngertian perianjian kerja laut

terdapat dalam Pasal 395, vaitu

“""‘1“'? dinamakan perjanjiian kerja laut ialah
RPEFlaniian vang dibuat antara seocrang pengusaha
kapal di satu  pihak dan seorang buruh di pihak
lain, dengan mara pihak tersesbut terakhir
mENyangoupi untuk di bawah perintah pengusaha itu
melakukan pekerjaan dengan mendapat upah,sebagai
nalkhoda atauw anak kapal ",

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur
perjanjian kerja laut, s@bagai berikut :

l. FPerjanjian antara seorang pengusaha kapal dengan seorang
buruh lauts

2. Buruh laut mendapat upah atas penunaian kerja yang telah

disanggupi}
Z. Sebagai nakhoda atau anak kapal.

Apabila dilihat dari unsur pertama dari perjianiian
‘ ) laut yang penulis kemukakan di atas, maka jelas bahwa
BErja

, = ikenal dalam usaha palayaran
£ vy a laut tidak di
perjanjian ker]

kyat tidak mengenal adanya
: Elayaran e
rakyat. Dimana P

L = TN " dalam pengelolaannya.
5l TR n d,ﬂn b Llh
istilah majikan -
1 (pemilik) dan anak kapal dipandang sebagai
Fengusaha kapa

i kapal pelayaran rakyat tersebut, sehingga
pmilik gari ;
) majikan' dan Yhuruh" . Menurut  Abran

i gl
tidak mengenal jatila

—— -

i T
! -




Makiran Ka-
4 Subsi Kesyahbandaran Pelabuhan Sunda

ﬂelapafKEIiUQFUhJaharti bahwa
A

DE\1.-EHI'| =1
majikanp a¥aran rakyat tidak mengenal distilah

dan i : g
kaberadaan Puruh sebagai akibat dari asal mula

kEluargﬁs Pelayaran rakyal sebagai wEakha

i SHML d 1
PEMilik kapal itu sandiri ", )} adalah keluarga

Dengan tidalk dikenalnya istilah s ikan® dan "burah del e

hubungan kerja antara pemilik kapal (pengusaha kapal)

dengan awak kapal dalam pengoperasian kapal pelayaran

17) rakyat, menurut Saifuddin, BA

" Fara ABK (sawi) merasa sebagai pemilik kapal,
=ehingga mereka akan merasa bertanggung jawab
atas keselamatan dan keberhasilan pengoperasian
kapal ".

Jadi jelaslah, Ekata "pemilik" yang disandang oleh awak
kapal di sini adalah "pamilik" dalam arti sSempit. Bukan
"pEmilik" dalam artian hokum yang dapat secara bebas
melakukan perbuatan hukum atas obyek hak miliknya. Awak

kapal dipandang sebagai pemilik hanya terbatas pada usaha-

usaha dalam rangka keberhasilan pengoparasian kapal saja.

Menurut penulis, dengan dipandangnya awak kapal sebagai

pemilik kapal hersama—-Sama dengan perusahaan pelayaran dan

pEmi 11K kapal itu sendiri, 4ini berarti bahwa dalam
mili

lolaan kapal pelayaran rakyat ini bangsa Indonesia
pengelola !

nHubungan Industrial Fancasila®“.

tmlah lama menerapkan

Pancasila, menurut

ITndustrial
ertlan Hubungan 18)

Dimana peng
anshori Ilyas dan Muh. Mur Salam

H.M, Laica Marzuki s

valtu = _ |
industrial Pancasila adalah suatu sistem
W bangan

ol e T A e i e T

o —

A Tt M S TR T G et Y

ke

-y e —e e ——

=1
Eali o




o

?ﬂﬂq tEFbEntu

k. an
Produksi tara para pelaku dalam

barang o ,
PENgusahg % > 9 & jasa {pekeria,
nilai—nilaidan PEMErintah) yang didasarkan atas

rang M@rupakan manifestasi dari

Heseluruhan sila-silg

1745 dari Pancasila dan UUD
ﬂenrihadrz:g btUMth dan berkembang di atas
Indonesia i, SRaca  dan kebudayaan nasional di

Lebih larmj i
Aanjut ditekankan bahwa pelaksanaan Hubungan

Industrial Pancaﬁila herlandashan kapada dua azas keria

yang sangat PERting, vaitu

1. Azas kekeluargaan dan getong ravongs

2. Azas musvawarah dan mufakat.

Unsur kedua dari perjanjian kerja laut adalah buruh
mendapat wpah atas penunaian kerja yang telah disanggupi-
nya. Dalam pengoperasian kapal pelayaran rakyat, awak kapal
darmn pemilik kapai (pengusaha kapal) mendapat bagian hasmil
sawa kapal yang diperoleh dari hasil pengoperasian kapal.
Jadi bukan sistem uwupahfgaji sebagaimana dikenal dalam

hubungan kerja pada umumnya. Besar—kecilnya hasil SEWE

kapal yang akan diterima tergantung dari besarnya sewa

pengangkutan barang dan besarnya ongoks—ongkos/biaya

P Fasian kapal. Makin besar sewWwa pengangkutan
2o Oape

b Han makin kecil onkes—ongkos pengoperasisn, maka
arang

cin Besar pulalah pembagian sewa Yyang akan diterima.
mak i1m

. ngkutan barang dan makin
: in kecil sewa penga

Sebal iknysa makin

wian kKapal, maka akanm kecil
= kos pEngopEra
besar ongkos ang _ .
1alah bagian Sewa yang akan diterima.
(sedikit) pLLa

1)

Lopa ; bentuk -bentuk pembagian

FMepurut Eaharuddln

L —— e

— e
i i, i

= |

T

T
T




vaitu z

vait ' ili
o U baik pemilik PErahu  (kapal) maupun
awar ka 1
=E% | maﬂlngﬂmaaing mendapat satu bagianj
2. Dibagi tigs,

ai
Yaitu  pemilip Perabu  (kapal) memperoleh

satu bagia
Sian dan awak kapal memperoleh dua bagian;

3. Dibagi i -
91 tiga, yaitu PEMilik perahu (kapal) memparaoleh dua

bagian dan awak kapal satu bagiang
3

4. Pemilik perahu (kapal) mendapat 3/4 Dbagian dan awak

kapal memperoleh 1/4 bagian;

on

«» Dibagi lima, vaitu pemilik perabu (kapal) mendapat 2/5
bagian dan awak kapal 3/5 bagian, dan ada juga pemilik
kapal mendapat 1/5 bagian dan awak kapal 4/5 bagian;

&. Fembagian berdasarkan jumlah awak kapal, dimana pemilik
kapal tetap mendapat 7 1/2 bagian sedangkan awak kapal
memperolen menurut jumlah awak kapals

7. Dibagi tiga, yaitu masing—masings: pemilik perahbu

(kapal), pemilik motor, dan awak kapal mepereleh satu

Lebih lanjut menurut beliau, meskipun sistem

pembagian tersebut satu dengan yang lainnya berbeda, namun

belumlakh terjadi perbedsan yang prinsipil, semuanya sama
2] LM LS

. 1 7 EKEitab Hukum
terdapat dalam pasa
dengan asas Yyand

) Gappa, yaitu dalam membagi
sarnig&gaan Amanna
Pelayaran dan Farn
hasil perniagaan, semuanya
. -ghu/kapal maupun
hasil sewa perahu

. i thasil.
cossi gavan memakal asas bag
=

LT e T Rl o

B
-

e e T Ro— ot




-

&l

Herdanarkan

Fenelii-j .
itian PENUlis di Pelabubhan Sunda

var "

Felapa das

—==ke

Kali Bapy - Jakarta,

bentuk embaso i
ke terahhirlah ; ] gian hasil

.'.ﬂqng 5 .
SRarang ini  umum  dilaksariskan

yartu dibagi

tiga antara

S

:..;__'-;Eu-_.__" TI

PeEmilik kapal, pemilik mesin

(motor) danm awa

pemilik mesin (motor) sehinagga

PeEmilik kapal memperoclah

o

dua bagian. Untuk lebin

jelasnya, maka cara menghitung
bagl hasil yang dibagi tigs oleh masing-masing : pemilik L
kapal, pemilik motor dan awak kapal, dapat dirumuskan .%
srbhbagai berikut : E
Jumlah scewa tdihurangi] ongkos  bersama L
_____ = pembagian sowa EE

ti1iga
catatan

= dJdumlah sewa adalah Jjumlah keselurubhan sewa pengangkutan
barang yang dibayar oleh pengirim barang.
- Ongokos bersama terdirl daric: biaya tambat, biaya

administrasi pelabuban, biaya minyak untuk mesin, dan

lain—lain.

- Dibagi tiga antara pemilik kapal, pemilik motor, awak

kapal .

n‘El.I"j. F?Embal:liar' ?E""E dipE.r‘ﬂlEh di ﬁt&!! SEWS L Tata]

diterima tiap awalk rapal adalah 3
- . kurangi) ongkos awak kapal
Fembagian awak kapal (diku o —

awal kapal

jumlah

catatan

biaya beras, lauk pauk, air minum -

——

= ¥ ] =




. G2

clixm lﬂinql :
: a
- Juml gy Hwahig Pengelyaran Untuk keperluan awak kapal .
FPal termagy, didalamnya nakhoda,
Daprj Sist
o em Pembagian hasil sewa Kapal,ini, telah
e Ber ik an Cirji
khusug Bani pelavaran rakyat, yang membe-

dengan  pig

dakannya Eam
5 Lan

h“hunﬂﬂ“ kerja perburuhan pada

LMy & timara ;
1 T-&ir & HENgusaha kﬂpal, nakhoda, dan ABK sebagai

"partner "o
R Usaha" dalam Pengelolaan kapal pelayaran rakyat.

“NSur ketiga dari perjanjian kerjia laut,

vaitu menempatkan Seseorang sebagai nakhoda atau anak kapal,

L]
nakhoda ﬂitquuthiangkgt langsung oleh pemilik kapal vang

uiasanya adalah keluarga dari Pemilik kapal ftu sendiri
yang telah mempunyai PeEngalaman berlayar, berwibawa dan
mampu memimpin  analk buah kapal. HSedanghkan pengangkalan awalk
kapal lainnya (kecuali juru aotor) ditunjuK/diangkat

langsung oaleh nakhoda tanpa perlu  mendapat persetuiuan

pemilik kapal.

Ehusus Jjuru motor, harum mendapat perse o uan
pemilik kapal sebelum diangkat menjadi awak kapal. Keharu-
= LY .

danya persetujuan pemilik kapal indi, menurut
San aeldallly = -

=)
H, Tuan Jeno ;

, un tuk mendapat parsetiyjuan init
¥ opeharusan carena juru motor adalah peEnanggung
disesbabkan praktis akan tétap berfungsinya

Jawab 5Ecar? dan karenanya meandapat | persan
mater KR i hasil bagian sewa dari mesin .
tertentu

W 4a1am pengangkatan  sSeseorang untuk
: abih jela "
Un buk le - helayaran rakyat, dikenal beberapa
bekerja di &
jahatan yailu:
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Y il
berbubungan dengan PENOoperasian kapal
= KKEM (Kepala Kamar

Mesin) dan Oliman adalah penijiaga

mesin {motao
r)y baik wakty bBerlayar maupun berlabuh.
4. Bteriman s Mual im

bertugas mangatur haluwan serta

mEneropong tanda—tanda bahaya di laut,
3: Dperator s=B sebagai kontrol radio.
&. ABK biasa sebagai pembantu umum.

Mamur  demikian, tugas masing-masing tersebut tidaklah

terlalu mengikat  akan tetapi mereka masing-masing dapat

saling membantu demi kelancaran operasional kapal.

Makhoda vang akan memimpin kapal, disyvaratkan
mizmil ik Surat kKecakapan Mualim nt;u apabila belum
memiliki, maka nakhoda tersebut diwajibkan mengikuti
pendidikan mualim yang dilaksanakan oleh svahbandar/

Administrator FPelabuhan bekerja sama dengan DPC PELRA

dimana kantor perusshaan pelavaran tersebut berdomisili.

Demik i juga juru motor harus meémiliki Surat Kecakapan
mikian

} s dasarkan Burat Keputusan
£an imi ke
Juru Motor. Keten

Dirgkt Jjenderal Ferhubungan Laut nomor :PY. &B/1/5-B&
1re L

1im#/Juru Motor Pelayaran Rakvat.
tentang Surat keca

. siehoda dan kerani, s@lain mendapat membagian
Bagi nak
i buah kapal, juaa mandapat persen tertentu
Bewa sebagal ana =
kK Kk :
epakataﬂ sebelumnya dari pemili apal
=1 L 1Eq .
berdasarkan E i Serator 858 memgapas
A
3 j Sreriman
Sedangkan bagl
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tambahan/ bonus
dari nakhndq, MamLm tidak R
teriman d4an  operator SSB juga mendapat

bonus dari pemilik kapal

Dari uraia P
n -
di atﬂﬂp Jelaslak babwa perjaniian

erja laut
kerJ tidak dikenal dalam wusaha kapal pelayaran

rakvat.
Sebagaimana PERLlis +telah nvatakan di atas bahwa

nakhoda dalam rangka pengawakan kapsal, dapat ——

langsung mengangkat seseorang menjadi anak buah kapal tanpa
terlebih  dahulu meminta persetujuan dari pemilik kapal,
hewenanganl ini berdasarkan pasal 395 Kitab Undang— uwndang
Hukum Dagang, hanyva dimiliki oleh pemilik kapal wvaitu
dengan perjanjian kerja laut fané dibuat antara mereka.
Dari kenyataan ini terlibat bahwa kewenangan s@&arang nakho-
da kapal pelayaran rakyat lebih luas dibandingkan dengan
Mewénaﬁg nakhoda yang diatur dalam Kitab Undang—undang

Hukum DPagang. Luasnya kewenangan nakhoda kapal pelayaran

rakyvat Juga nampak bahwa nakhoda—= lah yang mengadakan

perjanjian pengangkutan barang dengan pengiriman  dalam

haan pelayaran hanya mengetahul

rusa
konosemen , wedangkan pe

r = ang diperguna-
S48 . i = contab konosemen Yy
ja. (lihat lamplrre

t]a
kan dalam pelayaran rakyat)

di
Selain itu, cdengan

2 1 pemilik kapal", diberikan kewanangan
Fakwat siEhadat

kepadanya untuk 3

]“!frfﬁﬁaiﬁfiaumglﬁﬁrii

; pandangnys nakhoda kapal pelayaran.
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Menyvelen -
993rakan  susunan awak' kapal dan semua yang

berhuburngan
9 dengsn  muatam gan pembongkaran kapalnya,

termasuk di
dalamrya PEMUNgutan upah-upah untuk itu,

untuk me 1 ;
akukannya. Kenyataan ini EoEUai dengan

ked .
edudukan nakhoda Bebagal wakil dari pengusaha kapal

yaﬁg diatur dalam Pazal E59 FKitab Undang=undang Hukum

Dagang.

Melengkapi segala apa yang diperlukan akan kapalnva
serta mengambil tindakan vang perlu barhubungan dengan
pemakaian kapal itu sesuai dangan tujuan kapal atau
mangambil tindakan yang perlu untuk menyelamatkan kapal,
di tempat dimana saja, juga di luar negeri. Kewenangan

ini sesdai dengan pasal 340 Kitab Undang=undang Hukuom

Pagang.

Bertindak webagal penggugat atau tergugat di pengadilan

terhadap masalah yang terjadi mengenali kapalnyva. (sesuai

dengan pasal 3J&41 Kitab Undang—undang Hukum Dagangl.

- Meminjam LLang dengan menghipntikkan kapal atau menjual

barang muatan dan kapalnya, dalam hal adanya keharusan
af

sndesak atau menghadapi keadaan ketidak adaan
}rang m

P:l ™ m E'ltﬂ'_‘l k—'.n" F-“q =L:I":L"P' L& g' & ga’ lnj‘ H-E‘i-!.l.ﬂi
=EUa ga WEMAR n

dengan pasal J62 dan

Dagang . 3 o
tan barang pada pengirim

; wa pengangkl

- Mengambil wang S€

A e e

gioe - ===

b
=
- |
]

R, |

a

== o 2 r—
I .I_,_.

T, 'T.:..-_:; AT
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zelama tidap

me
1B jumlah sewa pengangkutan barang

yang tel i i 3
ah dlperJaﬂJlkin* Kewenarngan ind merupakan

kﬂﬁEEHUEﬂEi ; 1
dlhar4nya hewenanﬂﬂﬁ nakhada untuk bertindak

sebagai ;
g9 Pibhak dalam PErianjian pengangkutan barang, yang

mana kBwenangan ini +tidak dikenal dalam kitab

Undang— undang Hukum Dagang.

Sebagaimana H.M.N Furwosutjipto telah menekankan
peritingriva pencantuman Mama—nama swiak kapal da1am
monsterrol/sijjil amak kapal (telah diuraikan dalam bab
E1Y., dalam rangka memenuhi syarat laik laut dalam
pengawakan kapal, pada pelayvaran rakyat juga dikenal adanva
dattar awak kapal sebagaimana vang diatur dalam Kitab
Undang—wndang Hukum Dagang. Adanya daftar awak kapal
(monsterrol ) pada pelayaran rakyat ini dimaksudkan untuk

memenuhi syarat laik laut, Fukan berarti telah diadakan

perjaniin kerja laut.

Mernurut penulis, dengan dikenalnya monsterrol/s

si{jil awak kapal ini, sebaiknya tidak hanva diadakan untuk

hi syarat 1aik laut dalam pengawakan kapal akan
MEmeanLl

nenjadi bukti formal
i kan keberadaanya me
tetapi ditingkat

bekerja i atas kapal.
L K hapal un tuk
dalam mengikat &wa

frar awak kapal ini dibuat dalam bentuk
& :

Dengan demikian ©

bentuk lazimnya diperuntukkan
bheda dengan
klhusus yangd ber
andatangani oleh atau atas nama

1 niaga dan dit

untuk kapa
pendaftars, certa anak kapal wang

k AwWal
da dan PEg :
nakne nEuk mencegah adanya anak kapal wang
1 :

inil
bersang kultarns Hal =0

}
|
-

el e T e e S TR R i

SR i

e, R, W

o T T F sy o

=141
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melarlikan diri
kapal satelah

diri
bersedia ikut Sebagai anak ka
tersebut. Hasi]

menyatakan
pal pada kapal

PeER
Samatan penylis di Felabuhan Sunda

Kelapa Jakarta, Merun j uk kan

- bahwa sekarang imi arnak
puah kapal +id
Ak  semuanya  adaian kerluarga pemilik kapal.

Dengan keads ini
g an ini menyebabkan kurangnya  rasa

memiliki kapal dan sgwak tu—wak tu dapat walariken dirt:

Rengan ditingkatkannya  fungsi daftar anak kapal

pelayaran rakvat juga sebagai bukti formal keterikatan anak

kapal untuk bekerja di atas kapal ini, memberikan kepastian

— e

hukum dan dengan demikian nakhoda dapat minta bantuan kepada
alat kekuasaan negara {(polisi) terhadap anak kapal wyang
sudah mengikatkan diri untuk bekerja di kapal tetapi menolak

untuk datang di kapal atau meninggalkan kapal tanpa izin,

sebagaimana diatur dalam pasal 414 Eitab Undang-undang
21
Hukum Dagang.

Pacal 321 Kitab Undang Hukum Dagang menyatakan

batws =

1 terikat oleh perbuatan hukum wang

dinas tetap atau
e 1eh mereka yang dalam di

dllakizi: ga;a kapalnys, di dalam jabatan mereka,
2 miEn

jalam lingkungan kekuasaan mereéka.
€ ;

" pegngusaha kapa

rtanggung Jjawab untuk segala

al be ; :
Fengusaha ::Pditerbitkan aleh pihak ketiga, oleh
keruglian ¥a buatan melanggar hukum dari merska
5E5uatuh E::jﬂ tatap atau gementara pada
[
yang "

kapalnya.---

tersebut menunjukkan bahwa pengusaha
i &

Fhuatan figkum dan bartanggung jawab

bd

Dari pasal -~

E
kapal rerikat oleh F

i

L ke

-
—

e

L o

g
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kapalnya, di dalam jabatan

mereka dar .
ll”ﬁhungan

dalam
kekuasaan mereka.

Apabila kits i
kaitkan dengan hubungan kerja pada kapal

elayaran rak

pelay kyat, dimana pemiiik kapal dan awak kapal

dipandang SEebagai kezatuan pemilik kapal, maka segala

perbuatan hukum yang dilakulkan oleh mereka dalam Jjabatan

mereka damn dalam lingkurigan kekuasaan mereka, mengikat

mereka (pemilik kapal dan awak kapal) secara bersana—Sama.
Demikian Jjuga segala kerugian yang diterbitkan pada pihak
ketiga, mereka secars bersama-sama (pemilik kapal dan awak
kapal) bertanggung Jjawab atas kerugian yang timbul itu,
dengan batasan segala perbuatan hukum danm kerugian yang
terbit pada pihak ketiga itu berada dalam lingkungan kekua-

gaan mereka dan bukan merupakan k@gsalahans/kelalaian berat.

Sebagaimana diatur dalam pasal 452-g Kitab Undang-

i g grgusaha kapal un tuk
undang Hukum Dagang, Yang mewajibkan peng F

Remberikan ganti ruqiftunjanqan kepada awak kapal wvang

kapalnya mandapat musibah, maka dalam PR OERCaRLAR AP,
= 1Y e -

ganti rugi/tunjangan ini dikenal dengan

pelayaran rakyat,

ar langsung Oleh DFC PELRA seba-

"Bantwan kesra" yand dibay

. . gagi persatuan pengusaha pelayaran rakyat di
gal CHEE ST L
g erdiri dari pengusaha pelaya—

s a5
Indonesia, Yand angﬂﬂtan?
n awak kapal pelayara

fn rakyat.

; ; cla
iz i 15k kapal .
an, pemili pEmEHUHan kewajiban ini, telah
pahan

Atas pelim

xﬁ_&’_mﬂi':-.—”'-'g.._ﬁ_. e =l e e R T

=L TS S =

e tiad

-




diwaiibkan ;
Pada perusahaan Pelayaran rakyat membayar

bantuan kesra Sebesar Rp

tiap anak buah kapal ¥Yang berlayar

kapalnya mendapat kecelakaan dkan mendapat

sebagal berikut =

1. Anak buah kapal dalam keadaan selamat 1

a7

iuran
»~ (Empat Ratus Rupiah) untuk
di kapalnya. Pelaut yanag

bantuan kesra

1. kapal /perahu dapat diselamatkan, diberi bantuan

sebesar Rp. 15.0@00,-/orang;

<. kKapal/parahu tidak dapat diselamatkan, diberi

gantunan sebesar Rp. 25.000,-/orang.

I1. Anak buah kapal ., meninggal dunia, ahli waris diberi

gantunan sebesar Rp. 250.200,-.
Dengan adanya pelimpahan pemenuhan  kewajiban
organisasi FELRA ini, menurut penulis, akan meringankan

pengusaha kapal {pemilik kapall apabila terjadi bencana

kapalnya karena dengan pelimpahan pemanuhan  kewajiban

pengusaha kapal tidak menderita kerugian dua kali,

kerugian atas kapal yang terkena musibah dan kerugian
9 Lt .

membayar santunan rarasbul.

s ek Kapal. dalam pemenuban

1 teraan FELRA] .
tuan kesejal
- contoh kupon ban

haknya (lihat lampiran

kepada

beban
atas
indl,
waitu

tintuk

Selain itu organisasi PELRA telah

&

. -
M i L =

> KT

- T
g

St o o, S L

l.='__1-._:l'._-!1:
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BaR VI

Atas dasar

ada babk-
= bab terdahuly, maka ‘pada kahb penutup ini penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Ferjanji L
Janjlian kerja laut merupakan bentuk perjanjian keria

¥ang mempunyai kekhususan tersendiri yang berbeda dengan
perjanjian kerja pada umumnya, oleh karena pada
perjanjién kerjia laut, terbentuknya hubungan keria
antara sEarang pengusaha kapal (majikan) telah
ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, apakah buruh
laut tersebut bertindak !Ebagai nakhoda atau sebagai
anak buah kapal. Dengan pengertian tersebut, maka

keberadaan perjanjian kerja laut tidak dikenal dalam

peErgoperasian kapal pelayaran rakyat.

2. Kapal pelayaran rakyat adalah alax angkutan laut berupa

kapal layar dan a

ST LA Bk mangangkut Barang atau hewan antar
yang dalam peEngoperasiannya

pa@ ] abubhan di Indonesia,

K sngenal igtilah buruh dan majikan, akan tetapi
tidak INE AL

: bagai kEesatuan
wak kapal dipandang Sse
E kapal dan i

pamili - -
perahu rersebut yang akibatnya tidak

pemilik dari kapal/

. upah.
nengenal sistem . ‘
e A5 Lan kapal pelayaran rahyat{- pemilik

3, Dalam pengop=r

L o : .
#lan-uraian Yang telah dikemukakan

tau kapal layar motor yang dipergunakan’

—

=

o T X - 1 L
T e e S
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&.1 Kesimpulan

pada bab=bab terdahuly,

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1.

(2% ]

ian
3. Dalam pEnguperagla

Mt '
85 dasar uralah=uraian Yang

maka ‘pada bab penutup ini penulis

Ferjanii : 3
(=T Jian kerja laut merupakan bemtuk perianjian keria

peErjanjian kerja pada umumnya, oleh i e At

perjanjian  kerja laut, terbentuknya hubungan e im
antara s@orang pengusaha kapal  (majikan) telah
ditentukan dalam perjanjian kerja teriihut, apakah buruh
laut tersebut bertindak Eehagai nakhoda ataw seh&géi
arak buah kapal. Rengan pengertian tersebut, maka
kehrradaan perjanjian kerija laut tidak dikenal dalam

perngoperasian kapal pelayaran rakyat.

K. 1 pelayaran rakyat adalah alat angkutan laut berupa
apa

k 1 layar dan atad kapal layar motor yang i pergunakan
-E'.Fla Ly

b Lmtuk mengangkut barang atau hewan  antar
ENusus ! . :
lam PENgoOPRErasiannya
: {a, vyang da
ei Indaongs ]
pelabuban

' tetapi
1 igtilah puruh dan majikan, akan P
tidak mengen=

 kapal dipandand sgbagai kesatuan
Al

T dan
REEL i rersebut wang akibatnya ‘tidak

([T
pamil ik dari hapalfpera

g upah. o
mengeﬁal gistem WP pélayarﬂn rak?ﬂt[ pemilik

telah dikemukakan

| ia

il ds

N EE
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kapal dan

awak ka
Pal mendapat bagian dari

FHFHEI.]_ 'IF.-',a'r-lg_ hasil SEwWa

hEEﬁr-HE 1
B nya rima
1 ¥ Pemhaq1an sEwWa yang dite i
terqantunq

dari h
BEar
Nya sewa Pengangkutan barang atau

hewan dan besarnya

Ongkos-ongkos/biaya pengoperasian
kapal, yang

lebi i
ih dikenal dengan istilah “bagi hasil

sewa kapal"™.

Fwal i
hubungan  kerja ses2orang pada kapal pelayaran

rakyat ialah pada saat orang tersebut diangkat/disetuiui
oleh nakhoda dan atau pemilik kapal dan nama—nama mereks
telah didaftarkan dalam daftar awak kapal (monsterral).

Fembagiarn tugas awak kapal pelayaran rakyat telah lada,
akan tetapi pembagian tugas tersebut tidak kaku sehingga
mercerminkan sifat gotong royong dan kekeluargaan yang
merupakan manifestasi dari hubungan industrial Pancasila

yang telah lama diterapkan pada pengoperasian kapal

palayaran rakyat.

Dalam pengoperasian kapal pelayaran rakyat, wWewsnang

nakhoda 1lebih luas dibandingkan dengan apa yang diatur

d
ronsekuensi dipandangnya nakho

sebagal pemilik kapal -

4.2 Saran — Saran

{fimld FE%EEFDh}

maka penulils

nulidg mengadakan penelitian lapangan
1akh P=E
- nya dalam hab—bab terdahulu,

dan mambaha®

nenyarankan =

ia

| ia

L I



Untuk M -
mheri

- kan kepastian Pukum bagi pars pihak yang
Erlibat dal.:

lam pengnnerasian Hapal pelavaran rak t

. Yats

daftar a k.
2% kapal vang te1ah ada hendaknya bukan

Fangka PEM&NUhan syvarat
PENgawakan kapal,

laik laut dalam

ditingkatkan fungsinva

s@bagai
Yal ikatan formal bagi para pihak dengan membuatnya

dafam b ,
entuk khusys ¥ang selain ditandatangani oleh atau

atas : -
nama Nakhoda dan pPejabat pendaftar, Juga

ditandatangani oleh  awak kapal wvang terdaftar dalam

monelerrol tersebut .

Dalam perhitungan sewa kapal, hendaknya dilakukan sSecara
terbuka dan terperinei  di hadapan awak kapal atau
beberapa oranyg awak kapal yang mewakilinya.

Sehubungan adanya kewajiban nakhoda untuk bertindak
sfbagal pembantu pelaksana pemerintah pusat da&lam
bidang hukum administrasi negara dalam hal terjadi
kelahiran di atas kapal, terjadi kematian, dan

penbuatan surat wasiat di atas kapal, maka dipandang

1o untuk membeskali nakhoda dengan keterampilan
ps

buatan surat-surat (akte) yang berhubungan dengan
pEm ;

veiadian terssbub. Untuk itu pwrlu EkKiranva tekhnis
R

Lre tersebut dimasukkan dalam kurikulum mata
embuatan ak

- gazt mengikuti pendidikan

i da
pelajaran Yang diajarkan pa

walim.
s brah PEﬂgEtahuan akan hak serta kewali-
hih menam

Untuk 1& — untuk memberikan pendidikan

maka dipandang

harinya, i anak buah kapal lainnya.

kilat {penataran}'haﬂ

e it o

 dd

1ag



AFTAR _KUT IFaN

11. Wiwoho EEEﬁjUnm

2). Iman Seopoms
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F

4. H.M.N. Purwnsutjipta,

). I b 4 d

&} Wiwoho Scoedjono ’

el & d

B). HiM:MN.: Purwosutjipto,

F). Bubekti ;

18). Baharuddin Lopa ’
11y, T b 4 d :
12y, 185 1 d

13), Batjipte Raharie

1%, M.M.N. purwﬂéutjiptns
1 b i g

Jakarta,

T1mu HiL kom ,

Falsmnar .

Op cit, hala

s

Ferjaniian Kerja, BEina

Akaar
2y Jakarta, 198F, halaman 7.

Fen
gﬂ.ntﬁl‘" I"IUIE'_LUI] F"Er'-hur-uhan’ Djam—

Jakarta, 1983, halaman 53.

halaman 37,

pE“QEPtian Folok Huk Lem Eaganﬁ
Indohnesia 9 cetakan ke=2, Djiam-
batan, Jakarta, 1985, halaman B&.
halaman 132.

Hukum Perkapalan dan Fengangkutan
Laut, Bina Aksara, Jakarta, 1982,

halaman #41l=42.

Op cit, halaman 13%.

Hukum Ferjaniian, PT. Intermasa,

178%, halaman 16.

Hukum Laut Pelayaran dan Pernia-

Aalumni , Bandung, 19BZ,

halaman 17.

halaman 34 — 92

Aalumni, Bandung,l9¥B2,

o4 .
man 153 = 1.55-

el v R 166.
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ig).

17).

£@} .

213 .

; 74
I b i g

al), Fokok=pokok Hukuim
disajikan pada penataran
Sa& se- Bul-Sel,
halaman 174 - 12g.

» Op cit, halaman 179 - 185,
Wawancara viang

dilakukan pada tanggal 15 Julg 199@,

Selaku yang pernah menggeluti/memiliki kapal pelayaran
rakyat selama =g tahun , di Uiung Pandang.

Sebagai bukti mengikatkan diri, seseorang yang hendak

berlayar diberi =ang panjar atau uang bekal.
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DAFTAR KEPUSTaKAAN

Lopa, Haharuddih

Prqdjndiknrn, Wirjono

Purwngutjiptm, H.M.N.

Rahario, Satjipto

Epediono, Wiwoho

Soediono, Wiwoho

Soedjono, Wiwoho

Soepome, lman

SOE pEmo I man

1?825 Lk

m__Laut Pelavaran dan

Ful !
-'_E'L‘:E'nﬂﬂiq‘ﬂ! ﬂl'.‘lmni, Elandung"

makalak: ngﬂk—ggkns Hukum Fegrbu—

Cuban, Unit Bantuan Hukum LFPM -

Unhas .,
197@, Hukum Laut Bagi Indanesia,
Sumur, Bandung.

FPengertian Fokok Hukum Dagang

Indonesia 2 Hukum Pplayaran Laut

dan Pegrairan Darat. Diambatan,

Jakarta, 19B3.
1982, Ilmu Hukum, Alumni,Bandung.

1782, Hukum Ferkapalan dan

FPengangkutan Laut, Bina Aksara,

Jakarta.
1983, Hukumn Perjanjian Kerja,

Bina Aksara, Jakarta.

1987, Hukum Perjanjian Kerja Laut

Bina Aksara, Jakarta.

1985, Pengantar Hukum Perb han.

Djambatan, Jakarta.

i785, [Hukum Perburyhan, Undang-

undang _dan Peraturan—peraturan,

Djambatan, Jakarta.
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i1. Subekti, g

19@s Bk Far j
! qul Sy =) i .ﬁn'ia_nl cetakan

12. Subekti, g » Alumni, Bandung.
4 1?55! EHEHE__Eﬂﬂiﬂﬂiigg, cetakan

ke~1@, o Intarmasa, Jakarta.

Tambahan Bacagan E

e .

Kitab Unﬁaﬁg“undahg Hukum Ferdata,

Kitab Uhdanghundang Hukum Perburuhan,

Ketetapan—ketetapan Hasil Sidang Umum MPR. RI. Maret 17a8.

Peraturan FPemerintah, dan lain-lain.
Dewan FPimpinan Pusat Felra,Petunjuk Felaksanaan Pendidikan
Mualim,Juru Motor,dan Operator Radia Pelayaran Rakvat,

dakarta,Diktat.

- dd

Jiar
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+ 19gs, EEEEE__EEtiﬁﬂiiﬂﬂ, cetakan

ketujuh, Alumni ,

11. Subekti, g

Eandun -
12. Subekti, g 2

» 1985, Hukum Ferjanjian, cetakan

ke—lﬂ, FT Intermasa, Jakarta.

Tambahan Bacasn s

— Kitab Undﬂng—uﬂﬁahg Hukum Dagang dan Undang—dndang

Kepailitan.
Kitab Unﬂangﬂundang Hukum Perdata.
- Kitab Undang—undang Hukum Perburuhan.

Ketetapan—ketetapan Hasil Sidang Umum MPR. RI. Maret 1988,
- Peraturan Femerintah, dan lain=lain.

= Dewan Pimpinan Pusat Felra,Petunjuk Felaksanaan Fendidikan
Mualim,Juru Motor,dan Operator Radio Pelayaran Rakyat,

Jakarta,ﬂiktat.



DEPARTEMEN -
KANTOR wiLa PERHUBUNGAN

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PELABUHAN SUNDA Ketapa

anye Baruna Ng, 2
ppohan Sunda Kelapg
gt 14430

TE!F" E??qm‘ E BWEE : ‘B?E‘M Takx - R 3 e

SURAT KETERAN AN

Ho.:um. 00 12 14 )i ~trig i 140 |

Yang bertanda tangan dibawaeh ini Administrator Felabuhan Sunda Kelapa,
dengan ini mEnerangkan bahwa Mahasiswa

Nama ! ALT SINAPANG

Ho. Induk : 85 02 067 .
Program 1 Strata I ( 8. 1)
Universitas # Hasasnuddin - Ujung Pandang

Fakultas/Jurusan 1 Huloum/Hukum Keperdataan

Alamat ¢ Jln, Tupei Nomor 61 Ujung Pandang,
telah mengadaksan penelitian di Kentor Admirndstrator Felabuhan Sunda Kelapa
milai tgl. 1 a,.-"d_E Apgastus 1990 guna penyusunan Skripsi denganjudul s

"TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA LAUT DALAM MEMJAMIN HAX DAN
KEWAJIBAN PARA PTHAK PADA USAHA KAPAL PELAYARAN RAKYAT

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimang
mestinya.

,Sunda Kelapa, 7 Agustus 1550,
A.n. ADMINISTHATOR PELAEUHAN SUNDA KELAPA

BKI JARARTR
i PELECURAN
TULDA KE) Ay




No : A-1/ 187 / 199g

¥Yang bertands tangan dibawah 1ing Kepala Sekretariat DPP PELAA
menerangkan bahwa

Nama : Al Sinapang

No. Induk : 8602067

Pragram : Strate I ( §17

Universitas : Hasanuddini ;

Juruaan : Hukum Perdata .

Alamat : Jl. Tupai No. &1 Djuﬁq.Fandang

teleh mengadakan wawsncara dengan kami tentang masalsh dan per

kembangan Felra guna menyusun Skripsi dengan judul :

" Tinjauan tentang perjanjian kerjs laut dglam men jamin hak dan

kewajiban para pihak pada usaha Kapal Pelayaran Rakyat .

Jakarta, 7 Rgustus 1950




PERUSAHA .
AN PELAYARAN RAKYAT 79

RT TANJUNG RAHMAT MULIA

Hn. Ir. Jayusman No, 10- Telp. 672603
Pelabuhan Sunda Kelapa
- ) JAKARTA UTARA

pf
oo Takarta, .1 & gustug. ..o 19 Qi

al

SURAT KETERANCAN

Yang bertanda tangan dibawah inl, direktur Perusshasn Pelayaran

Rakyst PT. TANJUNG RAHMAT MULIA, Puaat-Jakarfa. dengan ini menerang-

¥an bahwa mahasiswa :

Nema : ALL SINAPANG

No.Induk : 86 02 067

Program : Strata L ({8.1)

Univerasitas : Hasanuddin - Ujung Pandang
Fak./ jurusan : Hukum/ H. Keperdataan

Alamat : J1. Tupai no.6l Ujung Pandang .

telah mengedakan venelitian di kantor kami, PT. TANJUNG RAHMAT MULIA
Pusat-Jakarta, guna penyusunan skripsi dengan judul

WOTHIAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA LAUT DALAM MENJAMIN HAK DAN KE-

WAJTRAN PARA PIHAK PADA UBSAHA KAPAL PELAYARAN RAKYAT".

FPELAYARAN RAKYAT

PT. TANJUNG
PERUSAJTAAN

ULIA,

Wakil Direktur
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pertindak untuk gan "l“hi:iﬁlm;;t:::ﬁ:1d:*:-:|'u;r'a;¢.' Sl Sl -J- Pl:l:nlenutmn'un;m hal ini

r:nm:t Fki-ztr:ilr l. “+ Btlanjueny, disehyg Pikak | :r:n smﬂn.&.hr!rnam: ----- j bErt':-.liudutan 'ﬁ

B ;;;; ke MM 4;F|1||:|,1I|'J:|I1]rknn!an:[;;‘ullf.-.l:_l,l,l,._r?_-,—_l: o

+ Selanjutnyg disebut Pipa) I, menerangkan

perfanian ke o sthagyi boriky

Pibak 1 spc i sl : Fial 1,
F cinba e g
s ttru:bupl I'I:'-lll:i:l:': F;:_gl;;lul_n;:a:; kepayy l’_||1:|l: 1l dap Fihak g1 EnerifEa pekeringn tu selama wakiy
ala Syalibandyr, dikn masy 'an--hm-nl'fh"'mm“h kenibaliny; kapul d Pelabuhan Indonesiy dimana
Mesil, ARy perfnfinn i ar. C AN berskiir pagg wakiu kapal belyny kembali dj pelabulian Inda-
il Bjim inj d|||¢.-r;ru1u.-mg AR08 suai tjbapyg kembali kapg) g Pelabulion Indonesia,

Pasal 2,
a. Fihak 11 engndakan ikygan dinas degp % i
! . : gunt Piliak 1 untitk bekerja pa kapal-kopgl di
oleh Piliak 1 tarma sk kapal-kapy) i di 1 1 ik ol
P e P . Yang diparpunakyg aleh !?h.'ll: I umtuk berlayar dilaui dengan

! . b babwida e TR dan
Filvak [f bersedia dipekeakan Pty bahaging pdmine: Irnsi W chaik didarat e i
el Piliok 1 Bl Minslensl dun miay lehnik didart Wlamana dike

b. Pihak Il harus daput inelalyj s percobagy paling bamg Eipa st Iurllilualuurllr-‘njd-l; langgal , ., .,
TR e s ey dan selpyg s pereaboan, Pilak ) avpun Milsak | bofely mengukhini peran-
flan kerja inj dimnia Pihgk diterimn dgp Fihok 11 dalass fia) ini cldak mempunyal sk wnpyk
miginpaclakag tunlu:;m-iunlu:uu ditlaen bickang kevangng,

- PPazal 3,
I‘ih:@: I maupun’ Filiak 11 dapat mewgakhic Porinnjian, kerja atuy by bungan kerfa ind sesidnh melajuj
mass keia selapn | | U i g wos lehitung mola; tangpal .. ... ... ... S
dengan fenpging wakin , TR e B e e g belun saag Perjanjian kerja ini bermkhir,
Pagul 4,

Jika seiglaly, thasa berlakunys perianjion b berakhir Pihak 11 gy I!n.'_ruls meafalankan Jabatannyy tanpaa
|:|L'n|.p+::'h:|hqr!.z_i. Perjsafinn ini, maka peguigian kedga i I:JI:II;IHII sandiringg férus berlaky unl ik wikiu
yang bodak ditenlukan. Dan selanfulnya berlakulgl rasal 450 Kilab l..lnd:mni-unuaug lluhem Perniagaan
dlinina disebeelknn, bahwa liap-tiap pihak dapai mengnkhiel hubuongan kerfa pada LEays=tiap rq.lhbnfhun
Indoncsia dirnana knpal berlabub dan dimana ada pula Syahbundar, denpan fengpong woktu 3 X 24 jam,

Pazal 5.

: ali dijh-Li: khir bulan dengan gaji pokok dimitlai dengan Rp, .., ... ..
kg e aear Rk bk ) ”l:tnh;_,:rn r:u:tu wong Indenesia, ditambal dengan uang fembiir 3iau pre-
" I1;|||1|':|-m-hnn||run alay  jominin-jpminogn  saglal lainnys, pun tambahan-
: L peraturan yang ditetapkan olel Plluwk I, untuk

il lunjangan-tungngn, b h
!:.,.Imall.um ataw, kenaikan-kenaikun i !?-er_kq:;lnamcnum
i f i e srselufuannys,
Pilsak 11 'dengan ini menyatakan per . _ .
b Piliak I dibaruskan meayediakan mnkanan dan lempol Ddar yong layak bagi Piluk Il sesuni dongan
. 1ak i . : i
jabatannya dikopal. _

Pagal &,

{ 5 ja gebelum habis masa Perjasijian
: . TSI kareno sokil atau kn:n:u_lrlka.'uu l:m_: ze " iy qas )

Jika Pilak 1 tiduk dapat bb#::lj;:;l :Ii;:‘»:‘ harug digentangpung juwabkan I’ma;: [ Ij'-‘l.:l'_lﬂﬂ_ll.l:]llllu dlp;_lll:::ﬂ
alnu jika kerena salah- salu ::: ongkos-ongkos penulangan Pihuk 1 kembali ketempat dimana pi
sebelumi habis masanya e, L
diterima, menjadi Langoenga “':le i-u'll-d-k I secary sepihak memiluskan Tkatan dings sebelun fabis
: . S fepl,
dika tdak ado alasan yang

imnksud gub g tliades menjadi Lasig-
b, cg-orgkos pemiclangan yang dipnn i I
fi perjanjian, mﬂ-llj'l .Dnﬁ:};il-'n"ﬂal sgp.-.:rl] i Pihak 1 harus membed i:ng;,uni wakiy kl.-I'IIJ-Ih
Bungan Fihok [ scodin.
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: Eak i - an awak kapal tahun 1940 giag
Ylks Filak 11 sukil atau mendapol kecs “Undang-undang Kecelaka £

Celak an awak ka (ALY Q0" dun !
': Hl‘nﬂ ks -I,h'” SR 'f-l':lﬂ Hug.}m lll‘."j:ll.lli”i! Indonesia,
Perad turan lain pang berlakw i :
f=pere
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Fasal 8. Bl

Eluran=paryl urg

r-'ihid-: I harug Pl ey i

MR diberikan pilyyg 4 " oYang ditctopkan oleh Pilak 1 dan kepads perintah-

Fihak | Deinikian Wiln ¥ PRI yang "i'“i}h'k oleh Filak [ aiqu perintab-perinial langswng dari

Pihok [ Bilamgng dikL]luu;["Il.!:iaSiu]': |,Ij|ﬁ:";:3h'“¢'l“'“11ll kesehalannya divii oleh duokter yang ditinjuk aleh
Pagal 9,

Pilvak 1 Lerhg)

Pada setiap wakiy i gk i jinn i

. d 1 hubungan kerda staw peran i i,
bnnlpulman terbebili dabiy )y karcig alusan-alaggn ¥iligg mf-_nﬂ::u.‘l?ump:n.mﬁ:ﬂ- j .

8. Fin 1 ; d i

:ni-tl'[ Ekumng cakap, Berkelikuun Bupuk lengah araw lzlal dalpm kewajiban, (idak bl peerin izl

rang dimaksud posy) C8) nin meikikan frerbunLan fnjn yung oerugikan Pihak 1L

b, Dila Lk H rernyata ek kan frerbsialn

melangnar P mu-psrg fury

pelabulian dimang rerisiiwn i

sckafipun tanpa pem-

: Py ¥ang berienlongon dengan Hikim pidana aiay
I F'-‘_"“-‘_"Iﬂill' Repulal ik ludonesia, maka ia akan dilunmian ditesn palf
W berjadi dan diserghkag kepada yang berwajib,

Pagal 1o,
Jika kapal diznoma Pl 1 dipekerfakan 1enpgelan alaw hilnng, moka 4
kerda atau perjanjian W, muky Pk 11 berhak mcnering -
2. uang |J'I'."5i.|i]:',_'2|!'l sebanyak Gy Gulan gRi prendaptan bursily ditamslal e ngan nay
kulan kembali kelempatfpelabuhian dimang Fitak 1 shiterionafdisiilkan,

b uang penpganti atas barang-lairnng hak milik %
kapal il 1940 g0 Unntlanguidang K eelik

Tk | berliak nieiigkhin hulamgnn

k- gk o e paaange-

hak 10 sendini berdasarkan "Ferntuean Keeelakann nwak
dan awuk ko pol dals | 9400,

Fasal 11,

Pihok 11 harus meninggalkan sebatuigion dud goji pendapatan-pendapstan bersil tinp-tiap bulan, wang

iniina okeh Filak 1 diajur pembaysrannya kepada yong ditunjuk eleh Piliak [ sebagai (anggunpaniiya,
Fibak 11 dabam hal ini menyitekan [erse i uannys.

Pasal 12,

Hukuman-ekuman denda yaung lermaktub dolam posal 387 Kb Ull.Llqugrl.Lll_lf.:l:u: Hukuwm Perniagaan
adaloh hukeman vang akan dijulnnkan dengan adil. Denda-dends mana akan liperuntukkan sclurulinya
busat Yayasan-yayasan ataw Badan-badan Amal.

g . Fosal 13,

= o S R iy W i o v, e . T e

s porn, P e waibanmya il i
Dalam keadsan perang wunpan. balnys pecong, Pilkak [T llmrus telap umlul-;uluf; kewajibannya
doral maupiin dilntas kapal yang di<harter/disewa atau dipunakan alalh me.-_mutul-ll ., Il Yang
tdok di-churterfdisawn atae digunakan olel Pemerinluls K1, H::uu.:m_u lersebut diatas tidak boleh dijadikan
olagan bagi Pihak 10 untuk me o buskon perjunjinn stey hubungen kerga ini,

Fazal 14,

i 1 ; i BB, dizbtur dan dilen-
inan-j sosial lainnya bapi Plhak [T, sepertl culi perawaton tnghal:n d.ls d
{:::::;:Iéfun:‘lj::k I yang berpedoman kepada peraluran-peraturan Pemerintah R Dralam hak ini Pilak (1
imenyatakon persetujuannya.

Fasal 15,

Desgan menanda-langani pegonjian kega luul ini mako semua perjanjian kerfa laut yanlg sebehamaya diada-
kam eleh Fibak 1] dianggap tidak berlaku lag.

Pagnl 14,

: i sl han-perobalmn/

i i i pu Seswnlu hal dipasdang periu unluk mengadukan paroba
mI::::I?:h:::uk':li;lﬂ:t“:ﬁul:;nr:ﬁtﬂ?Il:ur]u luut ini, maka hal sedemikian dapat ﬂl.lfullldti-l'l alas kehendak per-
Ifmjunn kedua belals piak diladapan Syalibandar setenyssl.

SIIE 13 SLIFAR PO I i i =i g 1 diatas dalam ﬂﬂ!knrl
0 1k janjian karga It ind dibust |I-Iﬂi liars dan [aluy i'..-h.].,l,.‘.ll jgrp;h.“,l .
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[ apla] :l'lﬂ-ﬂ ThE u a, yu a4l H Ll

Filiak 10 han Makhesfa Rapal.
Yihak | Pibak 1,
Pilak |,

i g o o W Syuhbandar &l T, o T TeE i esa s
i Sknrul: p]nrlj‘;.:;l_::::: tfi?_;rrll;.,:;'u;ﬂi 1]:-&:;;- piliak dan selelah dimakiumi dan disefujud, mercka menonda-
dibacakan selumh -

wninya,
tanganiny Syahbandar,
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DAFTAR RALAT

Hal Baris ke Tertulis Seharusnya ;J
11 16 dalam perjanjian dalam rumusan perjanjiesn
20 24 ¥ ang dan
20 29 dalam perjanjian dalam rumusan perjanjian
21 & maka perjanjian maka bentuk perjanjian
21 5 bentuk macam
25 22 ayng yang
51 15 yuncta juncto
53 T tvoesnya tugasnya
53 10 in konkreto in concreto
54 19 melakukam melakukan
5B 11 1?]rakyat, menurut rakyat, menurut Saifuddin,

Saifuddin, BR, ga 17)
66 9 monsterrol fsijjil muﬂsterrnlfﬂijil
£5 1R =ijjil 5ijil
T0 9 dalam perjanjian dalam rumusan perjanjian




